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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum
Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan
nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya,
atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan
judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan
ketentuan transliterasi.
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu
transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998,
No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku
Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS
Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat
yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun
penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

) = Tidak dilambangkan oa = dl

- = B L = th

o =T L = dh

& = Ta ¢ = ‘(mengahadap ke atas)
c =1 ¢ = gh

T = H 9 = f

z = Kh ) = q

2 =D d = k
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Hamzah (<) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (), berbalik dengan koma ()
untuk penggantian lambang ¢ .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
a = fathah A Jé  menjadi gala
i = kasrah i J# menjadi gila
u = dlommah { s menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = s Js& menjadi gawlun
ay = ¢ o menjadi khayrun
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D. Ta’marbiithah (3)

Ta’ marbuthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, akan tetapi ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w 2!l 4l )}l menjadi
al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransiterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya 4
dea ) A menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” (J') dalam lafadh jalalah yag berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..............
3. Masya’Allah kana wa malam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla
F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal

kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh : s~ - syai’un Cel - umirty

o - an-nau’un 0338 - ta’khudzina
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G. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh : G811 s sed & Uly - wa innalillaha lahuwa khairar-razigin.
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk
menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.
Contoh: Jsw) ¥ saales = wamaa Muhammadun illa Rasl
il mm g s gl OV = inna Awwala baitin wu dli’a linnasi
Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka

huruf capital tidak dipergunakan.
Contoh : «u Az 5 4l ( pal = nasrun minallahi wa fathun qarib
lasas pa¥I & = |illahi al-amru jami’an
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Wijayanti, Dewik Indah 16220113, Tanggung Jawab Atas Kerusakan
Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah
Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan
Perlindungan Lingkungan Hidup. Skripsi, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita,M.HI

Kata Kunci: Penambangan Tanah Kapur, Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk:1) mendeskripsikan problematika tanggung
jawab hukum penambang terhadap dampak lingkungan di Desa Bektiharjo,
Kabupaten Tuban menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 2)
mendeskripsikan tinjauan maslahah terhadap kegiatan pertambangan yang
dilakukan di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban. Pertambangan tersebut
mengakibatkan kerusakan lingkungan serta tidak adanya upaya untuk melakukan
reklamasi lahan bekas tambang oleh pihak penambang sehingga berdampak
terjadinya kerusakan lingkungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang
disajikan secara deskriptif kualitatif. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk
mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan untuk proses penelitian. Data
yang telah terkumpul dilakukan penganalisaan menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif untuk mengetahui tentang Penambangan tanah kapur serta
tanggung jawab penambang di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban perspektif UU
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penambang tidak melakukan
kewajibannya seperti yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penambang tidak melakukan
kewajibannya setelah kegiatan pasca tambang seperti melakukan reklamasi atau
penataan kembali area pasca tambang sehingga mengakibatkan kerusakan
lingkungan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan oleh
penegak hukum serta pengawasan yang lemah dalam kegiatan pertambangan
tersebut. Tindakan penambang juga tidak sesuai dengan maslahah seperti yang
terdapat dalam Q.S Al A’raf Ayat 56-58 yang berisi tentang larangan membuat
kerusakan dibumi serta kewajiban bertanggung jawab terhadap kelestarian
lingkungan. Oleh sebab itu banyak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan
akibat dari perbuatan yang dilakukan penambang tanpa ada tanggung jawab
yang telah diatur.
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ABSTRACT

Wijayanti, Dewik Indah 16220113, Tanggung Jawab Atas Kerusakan
Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah
Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan
Perlindungan Lingkungan Hidup. Thesis, Department of Syaria
Economic Law (Muamalah), Faculty of Syaria, Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ramadhita,M.HI.

Keywords: Limestone Mining, Environment.

This study aims to: 1) describe the problems of miners' legal
responsibilities on environmental impacts in Bektiharjo Village, Tuban Regency
according to Law Number 32 of 2009. 2) describe the review of maslahah on
mining activities carried out in Bektiharjo Village, Tuban Regency. The mining
causes environmental damage and there is no effort to reclamate ex-mining land
by the miners so that it has an impact on environmental damage.

The type of research used is empirical juridical research which is
presented in a qualitative descriptive manner. Researchers go directly to the field
to collect facts and data needed for the research process. The data that has been
collected is analyzed using a qualitative descriptive approach to find out about
limestone soil mining and the responsibilities of miners in Bektiharjo Village,
Tuban Regency, from the perspective of Law Number 32 of 2009 concerning
Environmental Management and Protection.

The results showed that the miners did not carry out their obligations as
stipulated in Law no. 32 of 2009 concerning environmental management and
protection. Miners do not carry out their obligations after post-mining activities
such as reclamation or rearrangement of post-mining areas resulting in
environmental damage. This is due to the absence of sanctions given by law
enforcement and weak supervision in these mining activities. Miners' actions are
also not in accordance with maslahah as contained in Q.S Al A'raf Verses 56-58
which contains the prohibition of causing damage to the earth and the obligation
to be responsible for environmental sustainability. Therefore, a lot of
environmental damage is caused by the actions of miners without any regulated
responsibility.

XViii
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Allah SWT menciptakan alam semesta dan seisinya atas hak dan
kehendak-Nya yang diperuntukkan bagi manusia agar senantiasa
bersyukur serta dapat mempelajari alam semesta ini guna memdapat
keilmuan dan ketakwaan terhadap sang maha Khalig. Allah SWT
berfirman (QS. Lugman:10)

Bumi ini telah diwariskan oleh nenek moyang kita dalam keadaan
yang sangat seimbang dan berkualitas. Bumi merupakan anugerah yang
diberikan oleh Allah SWT kepada manusia yang tidak ternilai harganya
karena bumi menjadi sumber daei segala kehidupan. Oleh sebab itu,sudah
menjadi kewajiban kita sebagai makhluk hidup yang sangat bergantung
dan membutuhkan manfaat dari bumi harus menjaga alam dan
keseimbangannya serta melestarikan agar tidak rusak. Kita sebagai
manusia yang merupakan makhluk paling sempurna dan memiliki akal
diantara makluk hidup ciptaan Allah yang lain memiliki tugas sebagai
khalifah di bumi. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki sifat
saling membutuhkan dengan yang lain, dimanapun kita berada baik
dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat hendaknya kita selalu

menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan agar tercipta



lingkungan yang sehat. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan
dengan baik merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah
SWT atas nikmat yang diberikan dan telah menciptakan alam dan seisinya
untuk makhluk-Nya agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam
melimpah dan juga kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian
tersebut meliputi tembaga, perak, emas, batu bara, minya dan gas bumi,
dan lain-lain. Dengan wilayah yang kaya akan bahan tambang Indonesia
memiliki area penambangan yang luas dan tersebar merata diseluruh
kawasan Indonesia salah satunya adalah tambang batu bara. Karena
Indonesia terletak dikawasan lempeng bumi hal itu menjadikannya sebagai
wilayah yang kaya akan bahan tambang.

Batu kapur merupakan salah satu salah satu tambang yang banyak
dimanfaatkan oleh sektor industri maupun sektor konstruksi dan juga
pertanian antara lain untuk bahan bangunan, pengapuran untuk pertanian,
batu bangunan penstabil hjalan raya, dll. Karena sistem politik Indonesia
yang memacu pada perkembangan industry, konstruksi dan pertanian
menuju tingkat yang lebih baik hal tersebut mempengaruhi tingkat
kebutuhan akan bahan baku untuk menunjang perkembangannya. Namun
pertumbuhan yang pesat tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan
yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kurang

pengetahuan. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dan



pasca tambang menjadi sebab terjadinya dampak buruk yang diakibatkan
oleh para penambang.

Penguasaan negara berisisi hak dan wewenang untuk mengatur,
mengurus serta mengawasi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian,
dan juga berisikan tentang kewajiban untuk mempergunakannya demi
kemakmuran rakyat. Setiap penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh
pemerintah.? Sektor pertambangan sudah sejak lama telah berkontribusi
melahirkan krisis bagi lingkungan dan penduduk sekitar yang diakibatkan
oleh kegiatan pertambangan tanpa pengawasan. Tindakan salah urus
diawali dari kelalaian dalam memandang Indonesia sebagai Negara
Kepulauan dan juga adanya izin pengerukan atau izin pertambangan yang
dikeluarkan secara gegabah tanpa meninjau dan meneliti sebab akibat
terlebih dahulu. Setiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik, ciri-ciri,
dan daya dukung lingkungan yang berbeda. Dengan demikian setiap pulau
mempunyai tingkat konsensi tambang yang berbeda pula.*

Negara berhak dan mempunyai wewenang untuk mengatur,
mengurus dan mengawasi pengelolaan pertambangan atau pengusahaan
bahan galian serta mempunyai kewajiban mempergunakan untuk
mesejahterakan dan memakmurkan kehidupan masyarakat.” Sejak dahulu
dalam sektor pertambangan di Indonesia berkontribusi melahirkan krisis

bagi lingkungan dan penduduk sekitar. Tindakan yang salah dalam

' Siti Maimunah, Negara Tambang dan Masyarakat Adat, (Malang: Intans
Publishing, 2012).9
% Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2010).1
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pengelolaan berawal dari kealpaan dalam memandang bahwa Indonesia
meripakan Negara kepulauan dan adanya isin pengerukan yang
dikeluarkan secara gegabah. Karena tingkat pulau memiliki karakteristik
dan kerentanan yang berbeda-beda dengan demikian setiap pulau juga
mempunyai tingkst konsensi tambang yang berbeda pula.

Lingkungan didefinisikan sebagai benda-benda dan keadaan-
keadaan yang ada di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi
kehidupan kita. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1982 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 menyatakan bahwa lingkungan
hidup adalah satu kesatuan yang meliputi segala benda, kekuatan,
keadaan, dan kehidupan manusia serta kesejahteraannya. dikatakan bahwa
itu adalah ruang dari Makhluk dan makhluk hidup lainnya.

Tuban merupakan daerah yang terkenal dengan gunung kapurnya
sebagai bahan untuk menunjang perekonomian masyarakat dan sebagai
bahan bangunan. Wilayah yang terkenal dengan pertambangan batur kapur
adalah desa bektiharjo yang terletak dikecamatan semanding kabupaten
Tuban JATIM. Desa ini terletak kurang lebih 10 km dari arah pantai utara
jawa. Di desa bektiharjo mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani
dan penggali tambang gunung kapur.

Gunung kapur dikawasan Bektiharjo merupakan kawasan
perbukitan kapur diwilayah bektiharjo dibagian selatan. Pada awalnya

gunung kapur ini adalah perbukitan kapur biasa, namun sejak tahun 1950-



an gunung kapur ini mulai digali, digergaji dan dipahat. Sejak saat itulah
kawasan ini bentuknya menjadi berbeda dari bentuk awalnya.

Kegiatan pertambangan diartikan sebagai mata uang yang
memiliki dua sisi yang berlawanan, di satu sisi sebagai sumber kekayaan
dan di sisi lain sebagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan
lingkungan. Sebagai sumber kekayaan, sektor ini telah mendukung
pendapatan pemerintah selama bertahun-tahun. Dalam hal degradasi
lingkungan, penambangan terbuka dapat sepenuhnya mengubah iklim dan
tanah dengan menghilangkan semua lapisan tanah di atas endapan.
Dampak tidak langsung dari hilangnya vegetasi antara lain menghilangkan
fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir,
penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu
penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social
ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Oleh sebab itu
perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap
dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara sehingga akan
dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara
serta dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar
pertambangan.

Aktifitas pertambangan tersebut memiliki dua sisi yang saling
berlawanan yakni sebagai sumber kemakmuran karena menjadi mata
pencaharian masyarakat mencari nafkah namun juga sekaligus sangat

berpotensial merusak lingkungan. Pertambangan yang dilakukan sacara



terus-menerus tanpa adanya upaya yang dilakukan pasca tambang akan
mengakibatkan berubahnya iklim dan tanah akibat seluruh tanah yang ada
diatas pertambangan disingkirkan. Secara tidak langsung kegiatan tersebut
juga menghilangkan fungsi hutan sebagai penstabil tata air, pengendalian
erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain
itu kegiatan pertambangan batu kapur juga bisa mengakibatkan perubahan
sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Oleh sebab
itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak
yang ditimbulkan oleh pertambangan batu kapur berupa tindakan-tindakan
tertentu sehingga akan dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat
aktivitas pertambangan batu kapur dan memperbaiki kerusakan
lingkungan akibat pertambangan tersebut.

Dalam prakteknya pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha
pertambangan di desa Bektiharjo tidak memperhatikan tentang
pengelolaan lingkungan dan melakukan pertambangan yang bebas. Akibat
dari pertambangan tersebut membuat banyak lubang-lubang yang besar
dan sangat membahayakan karena lokasinya yang kebanyakan berada
dipinggir jalan dan tidak ada pengaman untuk pengendara sehingga
mengancam keselamatan para pengendara dan masyarakat sekitar
tambang. Daerah pertambangan tersebut juga merupakan kawasan
perkampungan yang padat oleh penduduk. Namun pihak pemilik
pertambangan tidak memberikan pengaman atau batasan area tambang

agar tidak membahayakan masyarakat sekityar. Setelah melakukan



pertambangan para penambang membiarkan lahan bekas pertambangan
tersebut terbuka dan tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan dan
pengurukan kembali area yang telah rusak dan berlubang tersebut. Akibat
dari perbuatan tersebut banyak pengendara yang mengalami kecelakaan
karena tidak adanya pembatas jalan untuk mengamankan para pengendara.
Usaha-usaha yang perlu dilakukan mulai dari sekarang untuk
mengatasi pengelolaan tambang yang salah bisa dimulai dari sosialisasi
sampai tindakan-tindakan nyata. Sehingga hal tersebut akan bermanfaat
dan membuat keseimbangan alam tetap terjaga. Selain untuk menjaga
keseimbangan ekosistem hal tersebut juga akan bermanfaat bagi
pengusaha tambang agar mereka mengetahui bagaimana menambang yang
ramah bagi lingkungan agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan.
E. Rumusan Masalah
1. Bagaimana problematika tanggung jawab hukum penambang di Desa
Bektiharjo terhadap dampak lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun
2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap pertambangan batu kapur di
Desa Bektiharjo?
F.  Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan problematika tanggung jawab hukum penambang di
Desa Bektiharjo terhadap dampak lingkungan berdasarkan UU No. 32

tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



2. Mendeskripsikan  pokok-pokok  permasalahan  pelaku kegiatan
pertambangan pasca tambang yang kemudian dikorelasikan terhadap
tinjauan maslahah antara ketidaksesuaian teori dengan permasalahan
yang ada dalam masyarakat.

G. Manfaat Penelitian
1. Manfaat penelitian secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi
olen masyarakat umum tentang pentingnya pengelolaan lingkungan
pasca tambang agar lingkungan tetap terjaga dan tidak rusak. Penelitian
ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan
pengetahuan untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa
yang akan datang. Terlepas dari seberapa hebat penelitian yang dikaji
namun paling dapat menjadi acuan atau referensi yang bermanfaat walau
setitik nila. Mengingat penelitian ini terkait dengan yang
menghubungkan norma hukum Undang-Undang pada realita yang ada.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Secara praktis manfaat penelitian dapat dijalankan sebagai solusi
hukum dalam menyelesaikan kasus dampak pertambangan yakni
pentingnya pengelolaan kegiatan pasca tambang untuk diberlakukan atau
justru bukan masalah serius melestarikan lingkungan, mengingat
penelitian dilakukan dengan detail dan dapat menjadi acuan untuk
referensi selanjutnya. Sehingga memudahkan bagi masyarakat umum

atau bahkan lulusan sarjana hukum untuk menghadapi realitas yang ada.



Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
mahasiswa atau keilmuan di bidang hukum yang berminat mengkaji
tentang tanggung jawab kegiatan pasca tambang oleh pelaku tambang.

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau
variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini
sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran
peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai
dengan kajian yang diharapkan peneliti. Beberapa istilah yang dirasa
peneliti membutuhkan penjabaran yang lengkap diantaranya meliputi:

1. Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan Kkegiatan
eksplorasi, kontruksi, penyelidikan umum, studi kelayakan,
pengangkutan dan penjualan, untuk penelitian, usaha dan pengelolaan
mengenai mineral maupun batubara.

2. Hukum lingkungan merupakan seluruh aturan-aturan yang telah dibuat
dan mengatur tentang tingkah laku orang tentang hak dan kewajiban
yang harus dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan
peraturan tersebut bersifat memaksa dan jika melanggar akan dikenai
sanksi.

3. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1
merupakan kesatuan ruang beserta semua benda, daya, makhluk hidup

dan keadaan termasuk manusia dan perilakunya yang dapat



mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan serta
kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.

Batu kapur merupakan salah satu mineral industri yang banyak
digunakan oleh banyak orang dalam sector industri ataupun konstruksi
dan pertanian untuk bahan bangunan, penstabil jalan raya, pengapuran
untuk pertanian dll.

Kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan secara langsung
maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati
lingkungan hidup yang melampaui batas kerusahan atau perubahan
lingkungan.

. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk melakukan
sesuatu ataupun perilaku sesuai dengan cara tertentu dan tidak
menyimpang dari aturan yang sudah ada.

Maslahah merupakan perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujuan
menurut Allah Swt. kepada umatnya agar memelihara dan menjaga

agamanya, akalnya, jiwanya, keturunan serta harta dan bendanya.

Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sitematika

penulisan sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat alasan dan latar belakang dilakukannya

penelitian ini, serta memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan.

10



BAB Il : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas kajian teori mengenai pembahasan
pertambangan menurut UU. No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan
perlindungan lingkungan serta bentuk tanggung jawab yang harus
dilakukan dalam kegiatan pertambangan.
BAB Il :METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai metode penelitian yang berisikan
penggambaran maupun deskripsi yang lebih rinci mengenai paradigma
penelitian jenis penelitian, pendekatan penelitian, bentuk, jenis dan sumber
data, tehnik analisis data serta lokasi penelitian.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data yang diperoleh dari sumber data atau
penelitian. Hal tersebut membantu memecahkan masalah yang dibuat di
Bab 1, dan memajukan proses analisis data melalui proses kompilasi,
klasifikasi, validasi analitis, dan kesimpulan, dan akan berlanjut di bab
berikutnya.
BABV : PENUTUP

Pada bab ini menjadi bab terakhir yang berisi kesimpulan yang
diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam kehidupan
masyarakat yang akan datang dan berisikan saran dan masukan yang

terkait dengan permasalahan yang ada.
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BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu
Literature pustaka lain diperlukan dalam menyusun skripsi agar
dapat dijadikan refrensi dalam penulisan dan tentunya juga agar masalah
yang dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah
pernah dibahas sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa judul yang
membahas tentang penambangan batu kapur berupa skripsi, makalah, tesis
dan karya ilmiah lainnya. Namun peneliti belum menemukan literature
yang secara spesifik membahas tentang lingkungan serta maslahah
mursalah dalam studi kasus di desa Bektiharjo kabupaten Tuban.
Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian yang dijadikan
landasan untuk melakukan penelitian. Hal tersebut bertujuan supaya
penulis dapat membedakan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian
skripsi orang lain yang menjadi pedoman untuk menghindari tindakan
kejahatan  akademik, seperti plagiasi, duplikasi dan repitisi.
Berdasarkanpenelitian dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan,
diantaranya:
1. Skripsi karya Retno Pujiwati dengan judul “Pengaruh Presepssi
Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran
Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari

Kecamatan Rokowele, Kebumen). Dalam skripsi tersebut membahas
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tentang pengaruh positif dan negatif yang disebabkan oleh kegiatan
penambangan batu kapur serta persepsi masyarakat terkait kesadaran
terhadap pengelolaan lingkungan. Metode yang dipakai dalam
penelitian ini adalah metode deskriptis kuantitatif. Populasi
masyarakat di wilayah Dusun Kaligana Desa Kalisari Kecamatan
Rokowele Kabupaten Kebumen penelitian ini yang berusia 20-60
tahun sebanyak 482 jiwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada
pengaruh positif dan tingginya presepsi masyarakat mengenai
kesadaran dalam pengelolaan lingkungan di Dusun Kaligana Desa
Kalisari Kecamatan Rokowele Kabupaten Kebumen tahun 2013.°

Skripsi karya Nailul Huda dengan judul “Studi Komparasi Tentang
Penambangan Kapur Dan Dampaknya Di Desa Kedung Winong
Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”.
Penelitian ini membahas dampak dari kegiatan pertambangan tersebut
baik dari segi geografis, sosial budaya, dan juga dampak terhadap
lingkungan serta presepsi masyarakat dalam menangani permasalahan
lingkungan ditimbulkan akibat kegiatan tambang tersebut. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sasaran

dalam penelitian adalah pola yang mencolok atas gejala-gejala dan

* Retno Pujiwati “Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur
Terhadap Kesadaran Pengolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari
Kevamatan Rowokele Kabupaten tahun 2013” skripsi pada fakultas keguruan dan limu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
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dampak yang ditimbulkan akibat kagiatan pertambangan di Desa
Kedung Winong Sukolilo Pati tahun 2015.*

Skripsi karya Wusono Catur Nugroho dengan judul “Eksistensi
Penambangan Batu Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi ini membahas tentang permasalahan
tambang batu kapur yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah desa
Bedoyo karena di wilayah tersebut kegiatan tambang batu kapur
menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat namun menimbulkan dampak
negatif pada gunung kudul itu sendiri. Dalam menangani dampak yang
ditimbulkan, pemerintah setempat menerapkan kebijakan PP No. 26
tahun 2008 mengenai kawasan lindung dan memunculkan rencana
pemerintah agar menutup semua kegiatan pertambangan batu kapur.
Masyarakat banyak tidak setuju atas kebijakan tersebut dan akhirnya
melakukan protes sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat
dengan pemerintah. Usaha pemerintah dalam menangani masalah
tersebut yaitu dengan cara mendata ulang kawasan lindung serta
memberikan bantuan hewan ternak terhadap masyarakat, lalu segera
menyelesaikan konflik dengan masyarakat secara damai. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti
menggunakan sumber data primer yang terdiri dari masyarakat desa

Bedoyo, pemilik tambang batu kapur, pekerja tambang, sedangkan

* Nailul Huda dengan “Studi Komparasi Tentang Penambangan Kapur Dan

Dampaknya Di Desa Kedung Winong Sukolilo Pati Perspektif Hukum Islam Dan UU
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup”
skripsi pada fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015.
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analisis datanya menggunakan analisis Huberman dan interaktif
miles.”

Skripsi karya Resi Herda Fianti dengan judul “Reklamasi Pasca
Tambang Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Figh Siyasah”. Skripsi
ini membahas tentang kewajiban  danfFaktor-faktor  yang
mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi
Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Tinjauan Figh
siyasah terhadap Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi.
mengetahui Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT.
Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang
Berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Tinjauan Figh siyasah
terhadap Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. PT. Putra
Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Skripsi ini menggunakan
metode penelitian lapangan (field reseach). Dalam penelitian ini
penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi,

wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Subjek penelitian

> Wusono Catur Nugroho “Eksistensi Penambangan Kaput di Desa Bedoyo
Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul” Skripsi pada jurusan Pendidikan
Sosiologi Fakultas liImu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2013.
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yaitu Desa Keritang Hulu serta teknik analisis data yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
PT. Putra Mitra Artha telah melaksanakan kewajibannya dalam
melakukan kegiatan reklamasi pascatambang, namun memang belum
terlaksana secara maksimal akibat kurangnya bantuan pengawasan
pemerintah dan di pengaruhi oleh cuaca curah hujan yang tinggi.
Dalam Figh Siyasah permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah
dusturiyah yaitu pelaksanaan Undang-Undang, sehingga menunjukkan
hasil bahwa pelaksanaan kegiatan Reklamasi pascatambang
berdasarkan Perda Inhil nomor 3 tahun 2020 oleh PT. Putra Artha
Mitra belum dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal
akibat masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat.

Tabel |

Penelitian Terdahulu

Nama Judul Dan Tahun

Peneliti Penelitian Persamaan Perbedaan

Retno “Pengaruh Membahas skripsi ini

Pujiwati Presepssi tentang membahas
Masyarakat pertambangan tentang  presepsi
Terkait batu kapur kapur | masyarakat
Penambangan serta mengenai | mengenai
Batu Kapur | lingkungan penambang batu
Terhadap hidup. kapur, sedangkan
Kesadaran peneliti
Pengelolaan membahas
Lingkungan tentang pengaruh
(Studi di Dusun dan dampak
Kalegana Desa pertambangan
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Kalisari
Kecamatan
Rokowele,
Kebumen)”
Skripsi pada
Fakultas
Keguruan  dan
IImu Pendidikan
Universitas
Sebelas  Maret
Tahun 2013

batu kapur
terhadap
lingkungan.

Obyek  atau
wilayah
penelitian
berbeda.

Nailul
Huda

Studi
Komparasi
Tentang
Penambangan
Kapur  Dan
Dampaknya
Di Desa
Kedung
Winong
Sukolilo Pati
Perspektif
Hukum Islam
Dan uu
Nomor 32
Tahun 2009
Tentang
Pengelolaan
Dan
Perlindungan
Lingkungan
Hidup”
skripsi  pada
fakultas
Syariah
Sekolah
Tinggi Agama
Islam Negeri
Kudus Tahun
2015.

Membahas
tentang
pertambangan
batu  kapur
dan dampak
yang
ditimbulkan
terhadap
lingkungan
hidup.

Objek
penelitian dan
perspektif
penelitian
berbeda.

17




Wusono “Eksistensi Terdapat pada Skripsi ini
Catur Penambangan dampak menekankan
Nugroho Kaput di Desa kegiatan pada aspek
Bedoyo pertambangan penambangan
Kecamatan batu  kapur batu kapur
Ponjong dan dilihat dari
Kabupaten perekonomian segi kerusakan
Gunungkidul” masyarakat. dan mashlahah
Skripsi  pada muesalah,
jurusan sedangkan
Pendidikan peneliti  tidak
Sosiologi membahas
Fakultas llmu mengenai
Sosial eksistensi
Universitas penambangan
Negeri batu kapur.
Yogyakarta Tempat
Tahun 2013. penelitian
berbeda.
Resi Reklamasi Membahas Landasan  yang
Herda Pasca tentang dipakai dalam
Fianti Tambang pelaksanaan penelitian
Berdasarkan tanggung berbeda,  lokasi
Undang- jawab penelitian
Undang terhadap berbeda.
Tahun 2020 wilayah pasca
Tentang tambang
Pertambangan berupa
Mineral dan reklamasi
Batu Bara lahan  pasca
Tinjauan Figh tambang.
Siyasah
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B. Kerangka Teori

1. Konsep Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dan
penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan sangat
berpengaruh terhadap kehidupan organisme yang ada di bumi karena
menyimpan berbagai sumber kehidupan. Setiap manusia pasti
menginginkan lingkungan yang baik untuk beraktivitas. Sebuah taman
yang asri dan rindang Agar dapat memperoleh udara yang bersih dan
segar, Hutan yang cukup untuk menyediakan sumber air yang bersih,
dicemari oleh limbah, serta mempunyai tempat tinggal yang nyaman.
Namun, dalam memenuhi kebutuhan tersebut seringkali setiap
manusia melakukan tindakan yang justru merusak lingkungan itu
sendiri sehingga lingkungan menjadi tercemar tidak asri lagi.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan
lingkungan hidup yang tiada terkira, sayangnya tingkat kerusakan
lingkungan hidup di Indonesia juga sangat tinggi dan mimiriskan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan
Hidup yang telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23
tahun 1997 pasal 1 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan
pengertian dari lingkungan hidup sebagai berikut “Lingkungan hidup
merupakan kesatuan ruang dengan semua yang ada didalamnya baik

benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk juga manusia dan
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perilakunya, yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan
manusia dan juga makhluk hidup lainnya.”®
Macam-Macam Lingkungan

Macam-macam lingkungan antara lain adalah: Pertama,
lingkungan fisik, segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk
benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, batu, pasir dan lain-lain.
Kedua, lingkungan biologis, Segala sesuatu yang berada di sekitar
manusia yang berbentuk organisme hidup selain dari manusianya
sendiri, seperti binatang, tumbuhan. Dan yang ketiga, lingkungan
sosial yang terdapat dalam kehidupan manusia dengan manusia lain
yang berada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman,
bahkan bahkan orang lain yang belum dikenal.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam
faktor, yaitu:
i. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup.
ii. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup.
iii. Kelakuan atau kondisi lingkungan hidup
iv. Faktor nonmateriil suhu, cahaya, dan kebisingan

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan dan kesejahtraan manusia serta makhluk hidup lain.

6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
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Kerusakan maupun pencemaran lingkungan merupakan hal yang
sangat mengganggu bagi keseimbangan lingkungan dan tentunya juga
merugikan bagi manusia.Sebagian besar manusia masih melakukan hal
tersebut dengan dalil untuk memenuhi kebutuhan. Jika hal tersebut
masih terus dilakukan maka akan sering terjadi jatuhnya korban akibat
banjir bandang, tanah longsor dan juga kebakaran hutan. ’
. Manfaat dan Resiko Lingkungan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era modern ini
maka kondisi lingkungan hidup juga semakin berubah. Perkembangan
lingkungan hidup karena semakin banyaknya kebutuhan manusia yang
harus dipenuhi namun kebanyakan manusia tidak memandang dampak
yang terjadi terhadap kondisi lingkungan hidup sehingga kerusakan
lingkungan semakin tidak terkendali. Perbuatan manusia dapat
mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan, karena
kualitas lingkung berisi tentang nilai lingkungan untuk kesehatan,
kesejahteraan dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan memiliki
banyak manfaat bagi umat manusia. Menurut Drupsteen sebagian yang
dikutip dari Andi Hamzah, masalah lingkungan merupakan
kemunduran kualitas lingkungan atau bisa disebut bahwa masalah

lingkungan yang menyangkut gangguan lingkungan antara manusia

7 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2013) .58
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dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran,
pengurasan dan perusakan lingkungan.®

Permasalahan lingkungan yang terjadi sekarang ini umumnya
disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, terjadi karena disebabkan oleh
peristiwa alam yang harus terjadi karena adanya proses dinamika alam.
kedua, terjadi karena peistiwa ang doakibatkan oleh manusia itu
sendiri. Kedua peristiwa tersebut terjadi dan mengakibatkan
keseimbangan bagi ekosistem dan juga mengakibatkan ketidak
nyamanan makhluk hidup bagi manusia, hewan dan juga tumbuhan.
Dalam kadar tertentu, keseimbangan tersebut bisa dikatakan sebagai
bencana alam.’

Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang tersebut menjelaskan suatu system yang didalamnya
terdapat lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati,
lingkungan buatan, serta lingkungan social. Semua komponen dalam
lingkungan hidup seperti halnya daya, benda, keadaan dan juga
makhluk hidup bersatu dalam satu wadah yang dijadikan sebagai
tempat berkumpulnya komponen atau umumnya biasa disebut ruang.

Ekosistem yang ada dalam suatu kehidupan merupakan
susunan organisme hidup yang gerjadi antara lingkungan abiotic dan

organisme yang saling terjadi interaksi yang stabil serta harmonis, juga

® Andi Hamzah, Penegakan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Arikha Media Cipta,
1995).10
° Ali Yafie, Merintin Figih Lingkungan, (Jakarta: UFUK Press, 2006). 66

22



saling memberi dan menerima dalam suatu kehidupan. Interaksi
berbagai komponen tersebut memiliki sifat yang berbeda, ada yang
memiliki sifat positif namun ada juga yang memiliki sifat negatif.
Komponen yang memiliki sifat positif dapat mendorong terjadinya
keadaan yang membantu kelancaran berlangsungnya suatu proses
kehidupan. Sedangkan interaksi yang memiliki sifat negative dapat
terjadi jika adanya proses lingkungan yang diganggu sehingga
interaksi lingkungan dapat berjalan saling merugikan. Dengan adanya
gangguan dalam proses interaksi dalam komponen lingkungan hidup,
dapat membawa pengaruh yang negatif bagi komponen yang lainnya
karena ketidak seimbangan komponen-komponen tersebut.

Kerusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya
dapat dibagi mnjadi dua:*

a) Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh
alam dan perbuatan manusia.

b) Kerusakan disebabkan oleh pencemaran, yang berasal dari air,
udara maupun tanah.

Pembangunan saat ini terjadi dalam segala bidang, terutama
yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk
menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan
lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung

pengertian bahwa peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat

% p. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya), (
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). 23
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dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan
lingkungan hidup agar dapat detap menunjang pembangunan secara
berkesinambungan. Keadaan tersebut dapat terealisir sepanjang setiap
kegiatan yang berdampak lingkungan, di dalam pelaksanaan kegiatan
wajin di ikuti dengan upaya mencegah dan menaggulangi pencemaran
maupun perusakan lingkungan hidup
. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung
jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi
apa-apa bolehdituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus
hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum
tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan
seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral
dalam melakukan suatu perbuatan.™

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability
seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law
Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna
yang luas. Pengertian legal liability adalah a liability which courts
recognizw and enforce as between parties. Liability merupakan istilah
hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko

atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin

" soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 48
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meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial
seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang
menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera
atau pada masa yang akan datang. Responsibility berarti hal yang
dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan,
ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban
bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam
pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada
pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada
pertanggung jawaban politik.*?

Konsep tanggug jawab hukum beruubungan dengan konsep
kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum
atas perbuatan tertentu atau bahwadia memikul tanggung jawab hukum
berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila
perbuatannya bertentangan Tanggung jawab hukum dapat dibedakan
atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif.
Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas
pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan
pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu

atassuatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.™

2 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Ull Press, 2002). 249
B Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi
Pustaka,2010).48
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Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa

teori, yaitu:**

a)

b)

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus
sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan
penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat
akanmengakibatkan kerugian.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan
pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan
moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada
perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya
meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas

kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

. Penambangan Tanah Kapur Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009

tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan

penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang

berupa hasil tambang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang

14

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Citra Aditya Bakti,

2010).108
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Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan  penjualan, serta  kegiatan
pascatambang.’®

Dasar peraturan yang mengatur tentang kegiatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup adalah UU No. 32 tahun 2009,
menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,
dan penegakan hukum.

Pada umumnya tanah kapur yang padat dan keras mempunyai 2
jenis berat yaitu batu kapur yang pejal (masif) dan batu kapur yang
sarang (porus). Tanah kapur sendiri mempunyai beberapa warna yang
bervariasi dari putih susu, abu-abu tua, coklat, merah, bahkan
hitam, kesemuanya disebabkan karena jumlah dan jenis pengotor yang
ada, warna merah disebabkan oleh mangan, oksida besi, sedangkan

hitam karena zat organik.

© Gatot Supramono, Hukum Pertambangan mineral dan batu bara. (Jakarta:
Rineka Cipta,2012). 75
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Tanah kapur sering digunakan oleh berbagai kebutuhan industri
untuk keperluan tertentu dan bisa dimanfaatkan pula untuk fondasi
rumah, pengeras jalan atau bangunan fisik lainnya. Tanah kapur yang
diperlukan untuk keperluan ini adalah jenis batu kapur yang pejal dan
tidak berlubang, untuk bentuk dan ukuran tidak ada standart yang
terpenting adalah mudah diangkat oleh tenaga manusia. Hamparan laut
biru yang luas, dataran, bukit-bukit, pegunungan, langit  yang
biru yang disinari matahari, semuanya merupakan lingkungan alam.
Lingkungan hidup mencakup lingkungan alam yang meliputi

lingkungan fisik, biologi, dan budaya.

Aktivitas pertambangan pada umumnya bukan hanya potensial
merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan
memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi. Tidak sedikit
kegiatan penambangan dapat merubah struktur dan komposisi
lingkungan termasuk perubahan biota dan vegetasi (tanaman).'®

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup dalam pasal 13 tercantum bahwa
pengedalian  pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini

terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

'® Abrar Saleng. Hukum pertambangan, (Yogyakarta: Ull Press, 2004). 94
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lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument
yaitu : Kajian lingkungan hidup straegis (KLHS), Tata ruang, Baku
mutu lingkungan hidup, Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan
hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan
hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,
anggaran berbasis lingkungan hidup, Analisis resiko lingkungan hidup,
audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan
dan /atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengenai masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke
dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan
secara salah dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam. Akan
tetapi, jika dilihat dari prespektif hukum yang berlaku di Indonesia,
masalah- masalah lingkungan hanya dikelompokkan kedalam dua
bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan
hidup.

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha
pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya. Berikut
ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan
menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4
tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat

(2), (3), dan (4) ) berikut ini:*’

Y Abrar Saleng, Hukum pertambangan, (Yogyakarta: Ull Press, 2004). 94
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Pasal 21 ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

meliputi kriteria baku kerusakan ekosisim dan kriteria baku akibat

perubahan iklim. Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistim

meliputi :

a)

kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa

b) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa

c)

d)

f)

9)

h)

kriteria baku kerusakan terumbu karang

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaita dengan
kebakaran hutan dan/atau lahan

kriteria baku kerusakan mangrove
kriteria baku kerusakan pada padang lamun
kriteria baku kerusakan gambut

kriteria baku kerusakan karst

kriteria baku kerusakan ekosistim lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahaun dan teknologi.baku kerusakan
ekosistim  lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahaun dan teknologi.

Ayat (4): Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim

didasarkan pada parameter antara lain :

a)
b)

c)

Kenaikan temperatur
Kenaikan muka air laut

Badai
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d) Kekeringan.

Selain kriteria kerusakan lingkungan di atas, ada beberapa
point yang menjelaskan tentang dampak dari usaha pertambangan,
antara lain:

a) Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam
gangguan antara lain : pencemaran lingkungan akibat debu dan
asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan
tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga
berupa suara suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan
dari bahan peledak, dan gangguan lainnya

b) Pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan kerja dan
kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor,
ledakan tambang, dan gempa.™®

Banyak masyarakat saat ini yang tidak peduli dengan
lingkungan, masyarakat tersebut seenaknya saja merusak alam tanpa
memperhatikan akibat yang ditimbulkan setelah perbuatan yang
mereka perbuat. Beberapa orang yang membuat kerusakan tersebut
tak hanya membuat kerusakan kepada benda ataupun alam saja
namun juga merusak sikap, melakukan berbagai macam perbuatan
yang tercela, melakukan maksiat dan bahkan masih hidup seperti
saat zaman jahiliah dulu. Dengan menyadari bahwa setiap perbuatan

pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup,

B A Sonny Keraf, Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global, (Jakarta:Kanisius,
2014). 105
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maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga
dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan
maupun penaggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan
dalam bentuk pengembangan dampak positif dai kegiatan tersebut.

Pelaksanaan konsep pertambangan tanah kapur yang
berwawasan lingkungan atas beberapa dampak yang ditimbulkan,
mewajibkan setiap wusaha pertambangan melakukan upaya
meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.
Semua manusia di atas bumi ini, baik ia sebagai penguasa atau
pemerintah maupun penguasa pertambangan serta warga masyarakat
pada umumnya mempunyai tanggungjawab yang sama untuk
menjaga lingkungan terhadap pengelolaan bahan galian dan
sumberdaya alam lainnya.*®

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang
dapat berpengaruh terhadap lingkungan hidup untuk tetap
melestarikan fungsinya. Kriteria ini terdapat di dalam Pasal 21 ayat
(1), (2), (3), (4), dan (5) Undang — undang Nomor 32 Tahun 2009.
Perlunya penetapan peraturan pemerintah tentang Kkriteria baku
kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim dan
bagaimana perubahan iklim yang umum terjadi di Indonesia

mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran

9 Hukum.kompasiana.com “Perdefinisi tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009” 2011. 118
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hutan. Peristiwa iklim yang ekstrim ini dapat meningkatkan wabah
hama dan penyakit tanaman serta vektor penyakit manusia. Hal ini
berdampak pada lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat.

permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah
masalah okologi. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk
hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan
satu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu
sitem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan
terdiri atas komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem pun
terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi
secara teratur sebagai satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu

sama lain.

. Penambangan menurut maslahah
a) Definisi Maslahah
Secara etimologi, kata maslahah berartikan sesuatu yang
baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan
ataupun kerusakan. Maslahah dalam bahasa arab merupakan
perbuatan-perbuatan yang mendotong menuju kebaikan
manusia. Dalam pengertian yang umum dapat diartikan bahwa

segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia baik
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dalam arti  menarik maupun dalam arti membawa
keberuntungan.?

Maslahah merupakan suatu konsep yang dijadikan
sebagai acuan pertimbangan dalam menangani penyelesaian
suatu  masalah  hukum karena terkandung asas-asas
pemeliharaan objektif hukum seperti agama, akal, jiwa,
keturunan serta harta.

Menurut ulama ushul fikih, bila ditinjau dari pengakuan

syara’, maslahah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

I. Ma}sla}hah Mu’tabarah, yakni maslahah yang diakui secara
eksplisit oleh syara™ dan ditunjukkan oleh dalil nash yang
spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis maslahah ini
merupakan hAujjah shar'iyyah yang valid dan otentik.
Sebagai contoh adanya ancaman hukum mencuri dengan
dengan tujuan untuk menjaga harta, hukuman zina untuk
memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum
khamar untuk memelihara akal, hukuman kisas yang
disyariatkan untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid.

Jenis ma}sla}hah ini dapat menjadi dasar giyas.

ii. Maslahah Mulghah, yakni maslahah yang dapat diterima
olen akal pikiran namunn keberadaanya dianggap palsu

karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Maslahah ini

 Romli Mugaromah Mazahib Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999). 157
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tidak diakui oleh syara™ bahkan ditolak dan dianggap batil
oleh syara™. Misalnya, penyemarataan bagian waris antara
laki-laki dengan perempuan atau lebih besarnya bagian
perempuan daripada laki-laki. Mereka yang beranggapan
demikian dengan menggunakan semangat kesetaraan gender,
tetapi tidak dapat dikategorikan maslahah kareena hal yang

seperti ini jelas bertentangan dengan nash.?
Maslahah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

i. Maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan

sekedar maslahah yang diduga atau diasumsikan.

ii. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan

kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

iii. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan magashid syariah dan

tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara“.

iv. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal

sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh

bertentangan dengan akal sehat.

b) Kerusakan Lingkungan Menurut Maslahah
Kerusakan lingkungan berjalan terus menerus dan

menimbulkan berbagai dampak yang mengganggu kenyaman bagi

*! Asmawi, Perbandingan Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2013), 129.
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manusia dan makluk hidup lainnya. Jika kerusakan lingkungan
terus menerus terjadi maka akan merusak keseimbangan alam.
Kerusakan lingkungan terjadi karena ulah tangan manusia yang
berlebihan dalam mengambil kekayaan alam tanpa adanya
tindakan yang dilakukan agar kekayaan alam bisa terus dipakai
dimasa mendatang. Hal tersebut sudah terdapat dalam QS. Ar-Rum

ayat 41-42;

il ain i GO ol Gk Ly Ay Gl s eall ek
eI L R PRV HE 9'43377 o sham 08 8) (sray aglal sl
£Y S ik ah SR IS U g Gl

Artinya:

Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada
mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah:”Adakanlah perjalanan
dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang
yang mempersekutukan (Allah).” 22

Pendekatan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi

masalah tersebut melalui pengembangan SDM (Sumber Daya
Manusia) supaya lebih handal, pembangunan lingkungan secara
berkelanjutan dan yang lebih penting kembali ke petunjuk Allah
SWT dan juga Rasul-Nya dalam pengolahan lingkungan hidup
agar tetap terjaga dan lestari dimasa mendatang.

Syarat yang diperlukan agar Sumber Daya Manusia sadar

terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sadar

2 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya. Him.226
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hukum adalah harus mempunyai kemampuan hidup yang serasi
dan berdampingan dengan alam sekitar kita dengan sesame
manusia dan dengan Allah SWT. Pandangan hidup itu dapat
mencerminkan makna yang diajarkan oleh Islam. Dalam
pandangan hidup ini sistem sosial manusia dapat membentuk satu
kesatuan dengan sistem biogeofisik dan menjadi ekosistem yang
sosiobiogeofisik. Oleh sebab itu manusia dapat menjadi bagian
dari ekosistem lingkungannya. Karena manusia bergantung pada
lingkungannya maka sangat penting menjaga kelestarian
lingkungan dan melakukan pemanfaaatan alam secara hati-hati
agar lingkungan tetap terjaga dari kerusakan dan terasa nyaman.
Lingkungan hidup yang berperan sebagai sumber daya
mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas selama
eksploitasi dan penggunaannya. Jika digunakan dibawah batas
regenerasi maka sumber daya alam dapat terbaharui dan dapat
digunakan secara lestari. Namun jikan penggunaannya melampaui
batas maka sumber daya alam dapat mengalami kerusakan dan
fungsinya sebagai faktor konsumsi dan produksi akan mengalami
gangguan karena tidak bisa dipakai dalam waktu yang lama.?®
Pembangunan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan
suatu proses yang memiliki arti pengubahan lingkungan hidup

berupa mengurangi resiko lingkungan atau dapat memperbesar

> Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (lakarta:
Djambatan, 1997), HIm.59
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manfaat lingkungan. Oleh sebab itu manusia sangat berperan
penting dalam pengolahan dan mempunyai tanggung jawab untuk
menjaga kelestarian alam sekitarnya.

Permasalahan kerusakan lingkungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dapat menjadi tanggung jawab pleh semua pihak
baik dari pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),
masyarakat, maupun setiap individu. Permasalahan tersebut juga
menjadi tanggung jawab setiap wilayah baik local, regional,
nasional maupun internasional. Dalam setiap pandangan
lingkungan wajib dikelola dengan hati-hati dan tidak berlebihan.?*

c) Penambangan Tanah Kapur Dalam Perspektif Maslahah

Manusia diciptakan sebagai khalifah dibumi menurut Al-
Qur’an. Kewajiban manusia sebagai khalifah adalah dengan selalu
menjaga, mengurus segala yang ada dibumi dan mengelolanya
dengan sebagaimana mestinya. Bumi memang diciptakan dengan
segala kekayaan alamnya untuk manusia supaya dapat menunjang
kehidupan. Oleh sebab itu sebagai khalifah dibumi maka manusia
harus mengurus bumi dan menjalankan kewajibannya sesuai
dengan penciptanya dan tujuan penciptanya.?®

IImu pengetahuan dan teknologi memiliki manfaat dan

tujuan yang menyatu dengan Islam. llmu yang tidak memiliki sifat

** Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta:
Djambatan, 1997), Him.23

> Harun Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta:Djambatan,1992),
HIm.542
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yang sekuler maka diharapkan nilai-nilai agama dapat mampu
menjiwai ilmu dan teknologi. Agma Islam memberitahukan kepada
manusia bahwa hidupnya tidak bisa terpisahkan dari ekosistemnya
dengan lingkungan. Lingkungan termasuk hal yang sangat
berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup baik manusia,
hewan, tumbuhan dan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya.?
Allah Swt menciptakan alam semesta dan seisinya dengan
ketentuan-ketentuannya dan dengan perhitungan yang sempurna
tanpa main-main dan dengan tujuan yang benar. Alam semesta
merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia
serta sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan
manusia. Alam semesta beserta isinya seperti udara, tanah, air,
tumbuhan dan makhluk lainnya senantiasa selalu bertasbih
terhadap Allah dengan tindakan mereka sendiri-sendiri. Allah
selalu mengingatkan pada makhluknya agar tidak melanggar
aturan-aturan yang telah ditetapkan serta menyuruh makhluknya
untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam. Dalam Al-Qur’an
dijelaskan bahwa manusia dilarang merusak dan mengganggu
keseimbangan dari ekosistem lingkungan hidup terdapat dalam QS
Al-Araf: 56
A caay &) Gy WA 6583 Galia) 58 (3T 4 1508 Y5

07 Criwdall (2 (58

2% Al Yafie, Merintis Figih Lingkungan Hidup, (Jakarta:Yayasan Amanah, 2006),

Hlm.37
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Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya
dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Swt amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Araf: 56).%

Penambangan tanah kapur jika dilihat dari firman tersebut boleh
tidak dilakukan jika hal itu dapat berakibat merusak lingkungan. Ayat
tersebut menjelakan bahwa sistem pengelolaan lingkungan dalam Islam
merupakan suatu interaksi antara berbagai komponen sosial yang
membentuk suatu tujuan tertentu. Tujuan dari sisten sosial tidak lain
adalah untuk mensejeterakan manusia dalam semua aspek. Tujuan tersebut
dalam dunia modern tentu tidak bisa lepas dengan kebijakan-kebijakan
yang berlaku. Masyarakat tidak bisa dipastikan bisa mencapai suatu
kondisi yang sejahtera dan adil tanpa adanya keterlibatan dalam urusan
kesejahteraan yang berskala luas.

Kekayaan alam terutama barang tambang diberikan oleh Allah
agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Di dalam Al-

Qur’an, hal tersebut dijelakan dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ar

Ra’d: 17

Se 3 4z R SO aati oy~ ,:.g [ A Sy T_E v - IR
D58 53 aay Gyl 1305 O A28 1 538, 2031 CL8 5la oLl G O
G Ol Gali ol ¢y ol Afin 5 o f ks sl 0N o

2257 587 4 s b T A3 . A 2oa ““}’. B SR S RS
JEaNT &l &y GUX G VT 8 Cfand G 2a e Wl sl Lk &35

\RY%

7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Him. 64
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Artinya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah
air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih
yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api
untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih
arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan
yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang taka da
harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap
di bumi. Demikianlah Allah Swt membuat perumpamaan-perumpamaan
(QS Al-Rad: 17)

QS Al-Hadid: 25
(T Ty i o gl & el o 2 U0 il Gl A il i
Yo e
Artinya:

Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang
hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah Swt mengetahui siapa yang
menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah Swt ti9dak
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Swt Maha Kuat Lagi Maha Perkasa. (QS
Al-Hadid: 25)

Dalam praktiknya pemanfaatan sumber daya alam pertambangan
yang dilakukan oleh manusia lebih mementingkan pada faktor ekonomi
tanpa ada moral dan etika lingkungan. Tidak ada upaya pelestarian
lingkungan yang dilakukan dan hanya dalam sains dan teknologi yang
dipakai untuk upaya mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Agar
bisa mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap
pertambangan pada hakikatnya harus dilakukan rencana pertambangan
yang sistematis serta mempertimbangkan setiap aspek kerusakan

lingkungan dari eksplorasi sampai dengan reklamasi pertambangan

tersebut. Dalam Islam memiliki pandangan dan konsep yang jelas

41



mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam,
hal tersebut karena setiap manusia pada dasarnya adalah khalifah Allah di
muka bumi yang mempunyai tugas tidak hanya mencegah adanya perilaku

menyimpang, tetapi juga agar dapat melakukan perilaku yang baik.
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BAB I
METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi adalah sebuah cara atau jalan untuk
mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, metode adalah sebuah titik
menuju proposisi-proposisi  akhir dalam suatu bidang ilmu pengetahuan
tertentu. Metode penelitian merupakan cara atau jalan ilmiah yang digunakan
untuk mendapatkan sebuah data dengan bertujuan agar mendapatkan kegunaan
tertentu yang bermanfaat. Berdasarkan hal itu maka ada empat kata kunci yang
penting dan perlu diperhatikan yaitu, data, tujuan, cara ilmiah dan kegunaaan.
Cara ilmiah memiliki arti suatu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ilmu

yang rasional, empiris serta sistematis.?®

Setiap penelitian memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan
keguaannya. Secara umum penelitian memiliki tujuan tiga macam diantaranya,
penelitian harus bersifat penemuan, penelitian memiliki sifat pembuktian, dan
penelitian memiliki sifat pengembangan. Tujuan tersebut penting untuk
mengarahkan analisis data sebuah metode yang memadai dan bisa
menghasilkan penelitian yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan oleh

peneliti.”®

Metode penelitian adalah sebuah jalan atau cara yang dipakai peneliti

untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam hal tersebut maka peneliti akan

%8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian lImu Hukum, (Bandung: CV Mandar
Maju, 2008). 13

» Syaifullah, Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran
Tokoh), (Malang: Intelegensia Media, 2015). 259
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menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan penelitian yang

akan dilakukan gunanya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat

bermanfaat, metode yang dipakai antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris yaitu
peneltian dengan cara pendektan fakta yang ada melalui pengamatan dan
penelitian dilapangan yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan
hukum dan maslahah yang berhubungan dengan acuan untuk menjawab
problematika terkait kegiatan pasca tambang di Desa Bektiharjo Kabupaten
Tuban. Penelitian ini termasuk dalam hukum empiris karena peneliti
mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu
dengan melihat bekerjanya hukum dimasyarakat dengan dikaji dari tingkat
efektivitasnya hukum itu berlaku dimasyarakat. Untuk menyusun skripsi ini
peneliti berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari
wawancara . sedangkan data sekunder penelitian ini memakai buku, dan
juga hasil penelitian lain berupa jurnal, laporan dan lainnya yang berkaitan
dengan pertambangan batu kapur.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Yuridis empiris atau

empirical legal research yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta
apa yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak

penambang untuk mendapatkan informasi secara langsung. Penelitian ini
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masuk kedalam jenis penelitian hukum empiris karena peneliti mengkaji
dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat
bekerjanya hukum dalam masyarakat dikaji dari tingkat efektivitasnya
hukum itu berlaku dimasyarakat.*

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan
penelitian. Dalam penelitian ini jenis pendekatan penelitian yang peneliti
gunakan adalah kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan guna memahami
proses maupun makna dari objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang
akurat, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti secara
langsung keadaan dan situasi secara langsung. Pendekatan ini dipilih
menyesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah serta tujuan
penelitian juga menjelaskan urgensi yang ada dalam penggunaan jenis
penelitian dalam menganalisis dan menguji sebuah data penelitian.*

. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah dimana banyak dilakukan

kegiatan penambangan yakni di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban. Peneliti

memilih lokasi penelitian ini karena melihat adanya aktivitas pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh penambang terkait pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup.

%% salim & Erlies Sepetiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis

dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Press, 2013). 20

> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah Fakultas Syariah, (Malang:UIN

Press, 2013). 28
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Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua kategori

yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari
lapangan atau sumber data utama dari sebuah data yang telah
dihasilkan. Penelitian ini menggali informasi dari beberapa narasumber
yaitu Tommy Pambudi selaku Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran DLH, M. Haris Santoso selaku Kepala Bidang Pengaduan
dan Penegakan Hukum DLH, Sumarlip selaku Kepala Desa Bektiharjo,

Sutrisno dan Tawar selaku Pemilik Pertambangan.

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia baik
perpustakaan maupun di pencarian lain. Sumber data sekunder ini
diperoleh melalui buku-buku atau dokumen tertulis dari artikel, jurnal,

dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.*

c. Data tersier merupakan data penunjang atau bahan yang memberi
petunjuk serta penjelasan terhadap sumber data primer dan data
sekunder. Data tersier ini dianataranya seperti kamus dan

ensiklopedia.®®

32 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, (Jakarta:Sinar
Grafika, 2014). 54

3 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Grafindo Persada,
2003). 114
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5. Metode Pengumpulan Data
Melalui pengumpulan data ini peneliti bisa mendapatkan data yang
akurat dan otentik karena dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber
data primer, sekunder dan tersier dan disesuaikan dengan pendekatan
penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan
antara lain:
a. Wawancara
Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan
secara lisan yang bertujuan mendapatkan informasi yang akurat dari
orang yang menangani bidangnya secara langsung. Wawancara
dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Tommy Pambudi selaku
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran DLH, M. Haris Santoso,
selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Penegakan Hukum DLH,
Sumarlip selaku Kepala Desa Bektiharjo, Sutrisno dan Tawar selaku
Pemilik Pertambangan.

Dalam melakukan wawancara peniliti menggunakan jenis
wawancara terstruktur, yakni peneliti mengajukan pertanyaan secara
langsung kepada narasumber berdasarkan panduan pertanyaan yang
telah disiapkan sebelumnya. Panduan pertanyaan tersebut bertujuan
agar proses wawancara berjalan lancer dan tidak kehilangan arah.

b. Dokumentasi
Dokumentadi merupakan teknik pengumpulan data yang

berwujud tertulis maupun gambar. Sumber tertulis tersebut dapat
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berupa dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi serta photo
terkait penelitian yang telah dilakukan. Peneliti akan melihat
dokumen-dokumen yang ada serta memphoto keadaan sekitarnya.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul lalu
mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Dalam melakukan analisis
data, peneliti menggunanakan metode deskriptif melalui pendekatan
kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan
membuat gambaran atau deskripsi mengenai fakta-fakta yang terjadi di
lapangan serta hubungan terhadap fenomena yang telah diselidiki
kemudian dilakukan analisis.**
Langkah-langkah diambil dalam menganalisis penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang
dihasilkan dari hasil penelitian dan disesuaikan dengan tujuan
penelitian lalu disederhakan agar lebih mudah untuk dijelaskan.

b. Penyajian data (Data display)

Setelah melakukan penyederhanaan data maka langkah

selanjutnya adalah melakukan penyajian data baik dalam bentuk

naratif, matrik maupun bagan agar lebih mudah untuk memahami dan

** saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 1998).
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menganalisis apa yang terjadi dalam penelitian didasarkan pada teori-
teori tentang diskresi dan dispensasi.
c. Penarikan kesimpulan (conclusing drawing)

Langkah yang terakhir merupakan menarik kesimpulan setelah
melalui beberapa proses analisis data yang ada yang telah disesuaikan
dengan teori-teori terkait. Penarikan kesimpulan merupakan pemikiran
kembali oleh peneliti selama penlitian dilakukan untuk melakukan
kesimpulan dengan mempertimbangkan tinjauan ulang catatan-catatan
lapangan agar bisa mengambil kesimpulan secara objektif.

7. Teknik Pengelolaan Data
Upaya untuk mempermudah proses penelitian dan menghindari
kesalahan, maka penulis melakukan prose pengelolaan data yang telah
didapatkan melalui beberapa teknik diantaranya:
a. Edit Data (Editing)

Pada tahap edit data, penulis melakukan pengumpulan semua data
yang telah didapatkan dari hasil penelitian baik itu data primer maupun
dari data skunder. Selanjutnya akan menuju proses edit data. Edit data
dilakukan dengan cara pemeriksaan mengenai kecocokan permasalahan
dengan tema penelitian yang dilakukan sehingga akan mempermudah
penulis untuk melakukan langkah selanjutnya.

b. Kilasifikasi Data (Calssifyng)
Pada tahap klasifikasi data, penulis mengklasifikasikan data yang

diperoleh. Data dikelompokkan menurut tipe data yaitu. data primer dan
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data sekunder yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan

masalah yang akan dibahas kemudian.

. Verifikasi Data (Verifyng)

Verifikasi merupakan langkah pembuktian terhadap data yang
telah diperoleh peneliti. Peneliti memverifikasi kembali data-data yang
telah diperoleh kepada narasumber. Pada tahapan verikfikasi ini, peneliti
akan melakukan pencocokan data dari hasil wawancara dengan rekaman
wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tuban serta pihak penambang. Setelah itu, jika hasil dan
rekaman wawancara telah didapatkan kesamaan, maka penulis akan
mencocokkan data tersebut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta meninjau
dari segi maslahah. Sehingga nantinya penulis dapat mengetahui apakah
praktik pertambangan tersebut sudah memenuhi peraturan yang telah
ditetapkan atau belum memenuhi.

. Analisis Data (Analityng)

Peneliti menganalisis data yang didapat dari wawancara dengan
narasumber, dokumentasi yang didapat oleh peneliti dari kegiatan
pertambangan di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban juga dari bku, jurnal
dan juga dokumentasi lainnya agar peneliti mendapatkan hasil yang akurat

sesuai dengan harapan.
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e.

Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh
penulis. Kesimpulan tersebut merupakan tahap akhir dalam melakukan
penelitian. Peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dari rumusan
masalahdalam penelitian ini yakni berupa bentuk tanggung jawab
penambang terhadap galian pasca tambang di Desa Bektiharjo Kabupaten

Tuban.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bektiharjo

Secara geografis Desa Bektiharjo terletak diwilayah Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban. Desa Bektiharjo dibatasi oleh desa-desa
tetangga, pada bagian utara berbatasan dengan desa Prunggahan Kulon dan
Prunggahan Wetan, bagian barat berbatasan dengan Prunggahan Kulon,
bagian selatan berbatasan dengan Desa Dermawu, sedangkan di sisi timur
berbatasan dengan Penambangan dan Sambongrejo Kecamatan Smanding.
Berdasarkan data RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa
Bektiharjo pada tahun 2014-2019 rata-rata curah hujan yang dimiliki desa
Bektiharjo adalah 1100 mm/tahun. Dari data tersebut dapat diidentifikasi
bahwa Desa Bektiharjo memunyai curah hujan yang rendah dan termasuk
daerah yang mempunyai kelembapan udara yang tinggi karena suhu udara
rata-rata berkisar 31-34°C. Desa Bektiharjo terdiri dari 3 dusun, 17 RW dan
49 RT. Luas Desa Bektiharjo 2.027.235 m? dan mayoritas penduduknya
bermata pencaharian penambang dan petani.

Desa Bektiharjo sekarang dipimpin oleh ibu Sumarlip dan menurut
administrasi desa tahun 2014 jumlah penduduk Desa Bektiharjo terdiri dari
3088 KK, dengan jumlah total penduduk mencapai 11.438 jiwa dengan rincian
laki-laki berjumlah 5.617 dan perempuan berjumlah 5.821. berikut tabel

jumlah penduduk di Desa Bektiharjo.
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Tabel 1: Jumlah Penduduk (Sumber RPJM Bektiharjo)®

Keterangan Jumlah
Laki-Laki 5617
Perempuan 5821
Total 11438
Jumlah Kepala Keluarga 3088

Secara umum mata pencaharian penduduk di Desa Bektiharjo adalah
penambang, pedagang dan petani. Pendukung atau penggerak ekonomi Desa
Bektiharjo yang paling utama adalah pada sektor jasa dan perdagangan.
Sedangkan sektor ekonomi yang kedua adalah petani. Dalam sektor jasa
tersebut sebagian besar sebagai pekerja dan pengusaha batu kapur.

Kehidupan masyarakat Kehidupan masyarakat Desa Bektiharjo
Kabupaten Tuban yang laki-laki sebagian besar keseharianya menghabiskan
waktu ditempat penambangan tanah kapur bahkan banyak juga yang bekerja
dimalam hari. Pergi pagi pulang sore jika tidak ada lembur. Kondisi tersebut
tetap dilakukan setiap hari karena proses penambangan tersebut membutuhkan
waktu yang cukup lama melihat semakin banyaknya barang yang harus
diproduksi. Oleh karena itu masyarakat Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban
sangat jarang ditemukan kumpul bersama keluarga mereka di siang hari
karena kebanyakan dilokasi penambangan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa penambangan membawa dampak yang sangat besar terhadap kebiasaan

hidup masyarakat Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban.

> RPJM Desa Bektiharjo Tahun 2014
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Tabel 2: Daftar Mata Pencaharian Desa Bektiharjo*

No. Bidang Pekerjaan Jumlah
1 | Pertanian 2.460 orang
2 | Jasa/Perdagangan

1. Jasa Pemerintahan 17 orang
2. Jasa Perdagangan 50 orang
3. Jasa Angkutan 275 orang
4. Jasa Ketrampilan 343 orang
5. Jasa Pertambangan 2.545 orang
3 | Sektor lain 342 orang
4 | Sektor lain 1.234 orang
Jumlah 7.266 orang

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang
dimiliki oleh Desa Bektiharjo di dominasi oleh sektor perdagangan dan jasa.
Hal tersebut dikarenakan letak Desa Bektiharjo yang dekat dengan pusat kota.
Sektor jasa dan perdagangan tersebut meliputi pertambangan batu kapur dan
menjualnya sampai keluar kota. Sedangkan sektor ekonomi yang kedua adalah
dalam bidang pertanian.

Masyarakat Desa Bektiharjo mayoritas merupakan suku asli jawa dan
beragama islam. Wilayah Desa Bektiharjo yang terletak di Propinsi Jawa
Timur membuat suasana budaya masyarakat sangat terasa. Berkaitan dengan
letaknya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah membuat

sosial budaya di desa tersebut masih sangat terasa. Seperti masih

*® RPJM Desa Bektiharjo Tahun 2014
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menggunakan kalender jawa atau islam, melestarikan budaya manganan atau
sedekah bumi, slametan, tahlilan dan kegiatan budaya lainnya. Semua
kegiatan tersebut mencerminkan akulturasi budaya jawa dan islam.
Kekentalan agama islam di Desa Bektiharjo dibuktikan dengan mayoritas
penduduk di Desa Bektiharjo menganut agama islam. Seperti pada tabel
tersebut.

Tabel 3: Daftar Pemeluk Agama Desa Bektiharjo®’

No Agama Jumlah
1 Islam 6.460 Orang
2 | Kristen 16 Orang
3 | Khatolik -
4 | Hindu -
5 | Budha 1 Orang
6 | Penganut Kepercayaan -
Jumlah 6.477 Orang

Dilihat dari segi Agamanya Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban
mayoritas penduduknya beragama Islam dan kebanyakan yang terdapat di
Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban menaati apa yang ada dalam ajaran
agama Islam. Penduduk Desa Kedung Winong ini memiliki suatu kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Kegiatan yang sering
dilakukan adalah tahlilan yang diadakan pada malam jum’at dan kegiatan

ini di ikuti oleh warga Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban, tapi kebanyakan

*’ RPJM Desa Bektiharjo Tahun 2014
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yang ikut dalam kegiatan seperti ini adalah ibu-ibu dan remaja. Selain
tahlilan di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban setiap satu bulan sekali desa
ini ada acara rutinan yang namanya rabu wekasan yakni semacam
berkunjung ke pondok secara rombongan baik laki-laki maupun perempuan

untuk melakukan ngaji bersama.

Praktik Pertambangan Batu Kapur Di Desa Bektiharjo Kabupaten
Tuban

Tanah kapur di desa Bektiharjo Kabupaten Tuban sering digunakan
oleh berbagai industri untuk keperluan tertentu dan bisa dimanfaatkan pula
untuk fondasi rumah, pengeras jalan atau bangunan fisik lainnya. Tanah
kapur yang diperlukan untuk keperluan ini adalah jenis batu kapur yang
pejal dan tidak berlubang, untuk bentuk dan ukuran tidak ada standart yang
terpenting adalah mudah diangkat oleh tenaga manusia. Pengusahaan
pertambangan di desa Kedung Winong Sukolilo Pati pada umumnya tidak
saja potensial merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan
memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi.

Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban memiliki penghasilan yang
cukup baik karena ada penambangan batu kapur. Penghasilan perhari
berkisar antara Rp. 50.000, - sampai dengan Rp. 150.000,-. Penambangan
tanah kapur memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya
penambangan tersebut masyarakat sekitar memiliki penghasilan dari segi

materi. dampak negatif yang terjadi yaitu pengrusakan lingkungan. Kriteria
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kerusakan lingkungan meliputi: usaha pertambangan dapat menimbulkan
berbagai macam gangguan antara lain : pencemaran akibat debu dan asap
yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang
mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara ledakan dari
bahan peledak, dan gangguan lainnya. Pertambangan yang tidak
mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat
menimbulkan tanah longsor dan banjir bandang

Sebelum UUD 194 mengalami perubahan, pasal 33 ayat (3)
merupakan satu-satunya peraturan perundang undangan yang berkaitan
pengelolahan lingkungan dan sumberdaya alam. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
mengatakan bahwa kekuasaan negara atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
meliputi setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk
mengataur perentukkan, persediaan, penggunaan, pemeliharaan dan
hubungan hukum serta antara subjek hukum dan perbuatan — perbuatan
hukum mengenai sumberdaya alam. Ketentuan tersebut telah menjadai dasar
legitimasi pemerintah dalam penyelenggaraan, pembangunan serta
pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk membangun daerah salah satunya
adalah dengan pemanfaatan sumberdaya alam yaitu kegiatan pertambangan.
Pertambangan merupakan upaya yang sangat penting dalam penunjang
pengembangan sumberdaya alam yang potensial ditujukkan agar dapat

dimanfaatkan secara hemat dan optimal untuk memenuhi kebutuhan dan
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kemakmuran rakyat, melalui berbagai upaya pengusahaan eksplorasi serta
pemanfaatan hasil tambang. Upaya tersebut dilakukan bertumpuh pada
pemanfaatan berbagai sumberdaya, terutama pemanfaatan sumberdaya alam
yang didukung oleh sumberdaya manusia yang baik serta penguasaan
IPTEK dan kemampuan manajemen mereka.

Tuban merupakan salah satu kota kecil yang terletak di Provinsi
Jawa Timur. Tuban juga mempunya letak wilayah yang strategis, yaitu
terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tuban mempunyai
kondisi wilayah perbukitan yang mengandung unsur batu gamping dan
kapur. Sebagaian besar di kota ini memiliki berbagai bahan galian mineral
bukan logam diantarannya: batu gamping (CaCO3), batu lempung, pasir,
pasir kuarsa, dolomit dan phospat. *

Kawasan Tuban terdapat banyak lahan bahan galian atau
pertambangan yang dilakukan salah satunya terdapat di Desa Bektiharjo.
Bektiharjo merupakan salah satu desa di Tuban yang terletak di Kecamatan
Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan penduduk di
desa Bektiharjo rata-rata adalah penambang bumi yaitu dengan melakukan
pertambangan batu putih yang dibentuk menjadi bata menggunakan mesin
tambang yang biasa disebut srekel.

Kegiatan pertambangan pada suatu daerah pasti dapat memanfaatkan
sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun kebijakan

dalam kegiatan pertambangan tersebut harus memperhitungkan sisi baik dan

** RPUN Bidang Cipta Karya Kabupaten Tuban Bab II, Him. 4
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buruknya terutama dari segi lingkungan hidup. Dengan memperhitungkan
sisi baik dan buruknya maka pemanfaatan sumber daya alam dapat lebih
mendorong perkembangan dan pertumbuhan masing-masing daerah dan
tetap perpegang pada aturan yang berlaku dapat meningkatkan ekonomi dan
kemakmuran negara. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pemilik
kegiatan tambang di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban.

“Pertambangan yang dilakukan di Desa Bektiharjo itu ada
banyak mbak. Tergantung lokasi dan tanah yang bisa
menghasilkan batu kapur. Setiap pertambangan juga berbeda
pemilik karena sesuai dengan pemilik tanahnya. Jadi tidak
dikelolah oleh badan tertentu melainkan milik perorangan »39

Proses pertambangan yang dilakukan di desa Bektiharjo dulu dan
sekarang berbeda. Pada proses pertambangan sebelumnya dilakukan dengan
perlakuan manual yaitu dengan membuat terowongan menggunakan gergaji
manual yang dioprasikan oleh jasa manusia. Sekarang proses pertambangan
lebih modern yaitu dengan memakai bantuan mesin yang biasa disebut
mesin srekel. Cara penambangan juga berbeda dari yang sebelumnya.
Penambangan sekarang dilakukan dengan lebih mudah dan dapat membuat
hasil produksi lebih banyak dan efisien. Dengan bantuan mesin serkel
membuat pertambangan menjadi lebih mudah dan cepat. Hal tersebut
dijelaskan oleh bapak Tawar salah satu penambang di desa Bektiharjo,
beliau mengatakan:

“proses tambangnya sudah tidak seperti dulu lagi.
Sebelumnya cara menambang batu memakai gergaji manual

menggunakan tangan atau linggis. Sekarang sudah tidak ada
yang memakai itu lagi, sekarang serba modern jadi semua

* Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Pada Tanggal 5 Oktober 2020
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penambang memakai mesin serkel. Serkel itu semacam gergaji
tapi dioprasikan oleh mesin jadi penambang tinggal mendorong
saja. Dulu karena pake manual jadi hasil produksinya mungkin 1
orang hanya bisa mencapai 50 biji perhari, namun karena
sekarang sudah pakai mesih jadi dalam satu lokasi yang terdiri
dari 3-5 orang bisa mencapai 4000 biji.”™*

Kerusakan lingkungan pasca tambang yang terjadi akibat
pertambangan yang telah dilakukan di desa Bektiharjo adalah banyak lahan
hasil pertambangan yang terbengkalai dan tidak adanya upaya tanggung
jawa dari para penambangan. Pemerintah harusnya lebih teliti dan
menyeleksi lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyaratkannya dan
melakukan tindakan yang tegas. Peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai dampak lingkungan sudak ada sejak di resmikannya
Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, Undang-Undang No.23 Tahun 1997
dan juga Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.
389/006/MPE/1995 tentang Pedoman Teknis Pentusunan Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
Bapak Tommy selaku kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingungan
Di Dinas Limgkungan Hidup Kabupaten Tuban mengatakan:

“Terkait dengan pertambangan yang dilakukan di desa
Bektiharjo tersebut sebenarnya belum ada yang memakai izin
tambang.seharusnya jika mengikuti peraturan harus mempunyai
izin SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) terus juga sesuai
dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Kewajibannya juga
wajib dilaksanakan tidak boleh langsung mengabaikan dengan
perlakuan menelantarkan lahan hasil tambang tanpa reklamasi
karena bisa membahayan warga dan juga merusakan ekosistem.
Kami sudah sering memberikan arahan dan juga seminar tapi

tidak ada yang dipedulikan oleh para penambang. Kami bahkan
sering mendatangi rumah pemilik tambang agar melakukan

** Wawancara dengan Bapak Tawar, pada tanggal 6 Oktober 2020pemerintah
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prosedur pascatambang dengan benar namun semuanya tidak
ada yang mengitu dengan alasan perizinanya rumit dan lama.
Memang bisa dikatankan pertambangan tersebut ilegal karena
tidak mempunyai izin tapi kami juga tidak bisa berbuat banyak
karena satu-satunya mata pencaharian didesa itu ya hasil
pertambangan tersebut jadi susah mau dikendalikan. 4l

Kewenangan pemerintah mengenai penggelolaan pertambangan

terdapat dalam pasal 6 angka (1) yaitu:*

o})

. Penetapan kebijakan nasional.

O

. Pembuatan peraturan perundang-undangan.

(]

. Penetapan standar nasional, peroman dan kriteria.

o

. Penetapan sitem perizinan tentang pertambangan.

D

. Penetapan Wajib Pajak yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Rl,
dll.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bapak Hari selaku Kepala Kasi
Pengaduan dan Penegakan Hukum di Dinas Lingkungan Hidup Tuban
mengatakan:

“Aturan mengenai pertambangan itu sebenarnya sudah
diatur, tata ruangnya juga sudah bener, namun masih banyak
penambang yang tidak melakukan perizinan sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur. Kita sudah sering datang ke lokasi
dan mengingatkan tapi hasilnya nihil. Kalau kita meninjak
lanjuti perbuatannya ya penjara bakalan penuh. Karena
pertambangan tersebut merupakan mata pencaharian mereka
dan mayoritas warganya bekerja dipertambangan. 43

* Wawancara dengan bapak Tommy, pada tanggal 8 Oktober 2020.

2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, Lembar Negara Tahun 2009 No.140

* Wawancara dengan Bapak Hari, Tanggal 14 Oktober 2020.
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Aktivitas pertambangan di desa Bektiharjo bisa dianggap sebagai
uang logam yang mempunyai dua sisi yang saling berlawanan. Sisi yang
pertama sebagai sumber utama perekonomian dan kemakmuran
masyarakat, kegiatan pertambangan ini sebagai penyokong pendapatan
masyarakat selama bertahun-tahun. Di sisi lain kegiatan pertambangan
tersebut sangat berdampak terhadap lingkungan. Pertambangan secara
terbuka dapat berdampak langsung terhadap iklim dan tanah karena
seluruh lapisan tanah diatas tempat pertambangan disingkirkan. Hilangnya
vegetasi tersebut berdampak terhadap menghilangnya fungsi hutan sebagai
pengatur tata air, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengendalian erosi,
pengatur suhu dan dapat menyebabkan banjir. 1Ibu Sumarlip selaku kepala
desa mengatakan:

“Dampak negatifnya ya pasti ada terutama sering
terjadinya kecelakaan saat kerja karena tidak memakai perlatan
yang benar. Namun meskipun hal tersebut sering terjadi ya para
penambang masih saja tidak patuh dan tidak memakai peralatan
atau baju tambang yang safety. Apalagi saat hujan itu jalannya
kan licin, sering terjadi kecelakaan karena kepleset jadi jatuh

kebawah bahkan ada yang meninggal juga. Soalnya jalan turun
kelokasi pertambangan juga tidak ada pengamannya.”™*

Pembangunan pada masa sekarang semakin marak dilakukan
dengan asumsi untuk kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Agar
pembangunan tidak mengakibatkan dampak yang berlbihan diperlakukan
strategi pembangunan yang mempunyai wawasan lingkungan agar tetap
menjaga kelestarian dan ekosistem. Oleh karena itu sangatlah penting untuk

menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar kelangsungan hidup

* Wawancara dengan ibu Sumarlip, 12 Oktober 2020
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manusia sekarang dan generasi yang akan datang tetap bisa menikmati
kekayaan alam yang tersedia. Penyelidikan dan penelitian wajib dilakukan
oleh pemerintah untuk menyiapkan wilayah pertambangan yang layak.
Bapak Hari selaku kepala bidang pengaduan dan penegakan hukum
menjelaskan:

“biasanya setiap pertambangan dilakukan di tanah
yang tidak produktif artinya tidak bisa dibuat bercocok tanam.
Mereka berfikir ke jangka panjangnya kalau tanahnya itu
ditambang kan bisa menjadi lebih rata dan itu bisa dijadikan
untuk berbagai macam hal misalnya perumahan, peternakan dll.
Soalnya kalau masih bentuk perbukitan atau gunung kan susah
karena tanahnya tidak rata. 5

Pertambangan yang dilakukan di desa Bektiharjo bisa dikatakan
tidak memenuhi beberapa syarat perizinan tersebut tersebut. Mayoritas
masyarakat melakukan pertambangan di suatu wilayah tersebut hanya
memperhitunngkan kandungan batu kapur yang terdapat dalam lokasi
tersebut tanpa memperdulikan letak dan kepadatan penduduk. Banyak
lokasi pertambangan terletak disamping kanan kiri jalan umum dan di
perumahan atau pemukiman penduduk. Tanggapan beberapa warga yang
memiliki usaha tambang sebagai berikut:

“warga disini itu rata-rata tidak punya pendidikan jadi
tidak tahu gimana cara mengurus izin tambang sesuai dengan
aturan. Lagipula mengurus perizinan seperti itu ribet dan belum

lagi mengeluarkan banyak biaya dan tenaga itupun surat izin izin
pasti tidak bisa jadi. ”*°

*> Wawancara dengan bapak Hari, 10 Oktober 2020
** Wawancara dengan Bapak Sutrisno pemilik usaha tambang, 15 Oktober 2020.
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Adapun tanggapan lain dari Bapak Tawar selaku pemilik usaha
tambang mengenai izin usaha dan dampak dari pertambangan batu kapur di
desa bektiharjo sebagai berikut:

“pertambangan yang dilakukan disini sudah dari dulu
dilakukan dan dari dulu juga tidak pernah memakai izin tambang
yang diatur peraturan daerah. Jadi kami juga mengikuti dan
meskipun tidak pakai izin juga dari dulu tidak pernah ada pihak
berwenang yang melarang pertambangan. Mengenai tanggung
jawab kami tentang kerusakan lingkungan, tidak pernah ada
penyuluhan dari pihak lingkungan yang memberi arahan maupun
memberikan sanksi terhadap usaha yang kami lakukan. Jadi kami
kan hanya rakyat kecil yang kurang pendidikan, selagi tidak ada
yang diberi sanksi kamu terus lakukan. Kalua kami berhenti tidak
bisa karena sumber mata pencaharian masyarakat disini itu dari
hasil tambang batu kapur.”™"’

Pertambangan memang sudah banyak merubah dan membantu
masyarakat terutama dalam segi ekonomi. Namun kegaiatan pertambangan
juga memiliki sisi negatif yaitu dampak yang dihasilkan dari
pertambangan tersebut. Banyak masyarakat sekitar tambang Yyang
mengeluh akibat pertambangan tersebut karena bising dan banyak debu
yang masuk kerumah. Harus diketahui bahwa pengelolaan sumber daya
alam bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Jadi pengelolaannya harus
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku agar tidak merugikan
masyarakat. Ibu Sumarlip selaku kepala desa menjelaskan:

“Pertambangan kapur ini sangat bermanfaat bagi
masyarakat. Karena mayoritas masyarakat di desa sini hanya
lulusan SD maka akan sulit mencari pekerjaan mbak. Satu-
satunya pekerjaan yang bisa ya melakukan pertambangan. Dulu
banyak sekali pengangguran sampai banyak yang keluar negeri

seperti Malaysia, Thailand, dan Hongkong. semenjak mulai ada
pertambangan jadi pada ikut bekerja tambang dan bekerja di

* Wawancara dengan Bapak Tawar, pemilik lahan tambang, 15 Oktober 2020
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wilayah sendiri sudah bisa memenuhi kebutuhan jadi mereka
tidak perlu kerja jauh-jauh lagi. yang bekerja dipertambangan
sangat banyak sampai lebih dari separuh warga. Mereka tidak
hanya menjadi kuli saja tapi juga banyak yang menjadi juragan
vang punya lokasi dan sendiri.”

Literatur masalah-masalah lingkungan dikelompokkan menjadi
tiga bentuk diantaranya yaitu, pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan
secara berlebihan dan salah, serta pengurasan sumber daya alam yang
berlebihan sehingga sumber daya alam dapat cepat habis. Hal tersebut jika
dilihat menurut perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, hanya

dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu pencemaran lingkungan dan

kerusakan lingkungan.*®

Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan
menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berupa perubahan sifat
fisik dan sifat kimia tanah. Selain itu kegiatan pertambangan dapat
mengubah struktur tanah akibat penggalian untuk mendapatkan mineral
yang dibutuhkan serta timbulnya lubang-lubang atau lahan bekas
penambangan yang memiliki kedalaman cukup dalam.

Dampak dari pertambangan sangat berpengaruh terhadap
lingkungan yaitu pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pencemaran
udara terjadi karena pada saat melakukan pertambangan debu yang
dihasilkan sangat tebal dan berwarna putih yang bisa mengakibatkan sesak

nafas, gas karbondioksida juga dikeluarkan oleh mesin yang digunakan

*® Wawancara dengan lbu Sumarlip, 12 Oktober 2020
* Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta:PT. Raja Grafindo
Persada, 2012).1
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untuk menambang tanpa difilter. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan
agar pertambangan tidak merusak ekosistem lingkungan yaitu:
a. Meningkatkan kesadaran pada masyarakat
Cara ini menekankan pada kesadaran masyarakat tentang
pentingnya menjaga ekosistem lingkungan agar tidak terjadi dampak
yang buruk akibat kegiatan pertambangan yang telah dilakukan. Dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat bisa menggunakan metode sosiali
lingkungan hidup dan progam lainnya mengenai keselamatan saat
melakukan kegiatan pertambangan.
b. Melakukan reklamasi lahan
Reklamasi lahan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Dengan
melakuan reklamasi lahan maka lahan bekas pertambangan akan
menjadi bermanfaat lagi. Selain itu juga dapat menjegah dampak yang
buruh seperti kecelakaan, tanah longsor dan lainnya. Lahan yang telah
direklamasi juga dapat dijadikan objek wisata sehingga menambah
perekonomian desa tersebut.
c. Penghijauan pada daerah dekat dengan pertambangan
Penghijauan perlu untuk dilakukan agar dapat mengembalikan
fungsi tanah dan juga dapat memperbaiki ekosistem lingkungan. Perlu
ditanami pohon agar akar pohon dapat mencegah terjadinya tanah

longsor.
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d. Pemanfaatan bukit kapur menjadi objek wisata
Bukit kapur yang telah ditambang dan direklamasi dapat
dimanfaatkan sebagai objek wisata karena warna putihnya jadi dapat
dijadikan spot foto yang bagus sehingga bisa menarik wisatawan. Hal
tersebut juga dapat memberikan dampak yang positif bagi desa
Bektiharjo untuk menaikkan ekonomi dan memajukan desa.

Dampak yang dihasilkan terkait kegiatan pertambangan sendiri
sangatlah berpengaruh terhadap masalah kerusakan lingkungan. Setiap
penambangan pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif yang ditimbulkan.
Apabila suatu penambangan tidak dikelola dengan baik dan taat aturan
maka kemungkinan besar penambangan tersebut dapat mengakibatkan
terjadinya kerusakan lingkungan baik itu pencemaran air, tanah dan juga
udara. Bapak Hari selaku Kepala kasi Pengaduan dan penegakan hukum
kantor Dinas Lingkungan Hidup Tuban, menjelaskan:

“Usaha pertambangan kapur di desa Bektiharjo bisa
dikatakan sulit jika sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Karena dari awal dilakukan pertambangan saja itu sudah tidak
mempunyai izin tambang dan tidak mengikuti protokol perizinan
dengan benar. Namun kita mau menghentikan pertambangan itu
juga gabisa mbak, soalnya pertambangan tersebut sudah menjadi
sumber ekonomi utama oleh masyarakat di desa itu. Usaha yang
bisa kita lakukan ya memberikan sosialisasi kepada masyarakat
untuk mengurus perihal pertambangan dan melakukan
pertambangan sesuai dengan aturan. Dari pemerintah sendiri
belum pernah ada tindakan untuk menertibkan pertambangan
tersebut. ™

Pada dasarnya tanggung jawab suatu perusahaan tidak hanya

sebatas memenuhi faktor ekonomi saja, akan tetapi perusahaan juga

> Wawancara dengan Bapak Hari, 10 Oktober 2020.
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mempunyai tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan semua aspek
penunjang berhasilnya perusahaan tersebut. Ibu Sumarlip selaku kepala
desa Bektiharjo, menjelaskan:

“Komplain dari masyarakat itu ya pasti ada apalagi
orang yang tidak suka sama pertambangan itu terutama masalah
kebisingan sama debu saat melakukan pertambangan itu. Kita
biasanya selalu menyarankan kepada para penambang untuk
memperbaiki dan mengatasi masalah tersebut seperti memasang
terpal pada area pertambangan agar debu tidak terlalu

mengganggu warga. Kemudian muatannya tidak berlebihan agar

pada saat musim kemarau itu tidak berceceran dijalan dan dapat

. 551
mengganggu pengendara lain”.

Setiap aktifitas pertambangan pasti memiliki dampak yang
timbulkan terutama pada lingkungan. Seperti halnya aktifitas
pertambangan lain yang ada di Indonesia, pertambangan batubara telah
menimbulkan berbagai macam kerusakan lingkungan hidup yang cukup
mengkhawatirkan. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh
kegiatan pertambangan tersebut maka sangat penting bagi masyarakat
sadar terhadap dampak yang ditimbulkan. Kurangnya sosialisasi mengenai
pengelolaan pertambangan yang baik menimbulkan banyaknya dampak
yang negatif yang dihasilkan. Meskipun sekarang dampak tersebut belum
cukup tercapa namun, beberapa tahun yang akan datang hal tersebut dapat

mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem.

> Wawancara dengan ibu Sumarlip, 12 Oktober 2020
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C. Bentuk Tanggung Jawab Penambang Batu Kapur Terhadap Galian
Pasca Penambangan Di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban Menurut
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Dari penelitian yang peneliti lakukan terdapat banyak hal yang perlu
dibahas kembali. Untuk itu semua data yang telah didapat dilapangan akan
dianalisis agar data yang di dapat itu benar-benar dapat dipertanggung
jawabkan. Data tetang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang
mengatur Penambangan, dan data tentang Hukum Islam mengatur tentang
penambangan tanah kapur dibahas pada bab dua. Pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup dalam pasal 13 Undang- undang Nomor 32
tahun 2009 tercantum bahwa pengedalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup. Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini
terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

lingkungan hidup.

Kegiatan industri berperan sangat penting untuk mendorong
pertumbuhan dalam faktor ekonomi namun juga harus dengan
mempertimbangan faktor lingkungan hidup.®® sejak era tahun 1950-1950
sudah mengenal konsep tanggung jawab sosial. Hal tersebut bisa diartikan
sudah mengenalnya kebijakan-kebijakan dan praktik hubungan dengan

stakehorlder, pemenuhan ketentuan hukum, nilai-nilai lingkungan,

> Habib Adjie, Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial
Perseroan Terbatas, (Bandung:Mandar Maju, 2008). 53
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3.

penghargaan masyarakat, serta komitmen dunia bagia setiap negara untuk
selalu meningkatkan pdan memajukan pembangunan, kesejahteraan serta

kemakmuran rakyat.

Pada bab Il menjelaskan bahwa masalah lingkungan yang timbul
akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya.
Berikut ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan

terdapat dalam pasal 21 UU No. 32 Tahun 2009 diantaranya:

Ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku

kerusakan ekosisim dan kriteria baku akibat perubahan iklim.

Ayat (3): Kiriteria baku kerusakan ekosistim yang meliputi beberapa
kriteria yaitu: kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa,
kriteria baku kerusakan terumbu karang, Kkriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku
kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan pada padang lamun, kriteria
baku kerusakan gambut, dan kriteria baku kerusakan ekosistim lainnya

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahaun dan teknologi.

Ayat (4): Kiriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada
parameter antara lain yakni Kenaikan temperature, Kenaikan muka air laut,

Badai dan Kekeringan.*®

>3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4).
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Industri pertambangan muncul dan membuka kesempatan bagi
masyarakat sekitar untuk bekerja. Secara langsung mereka bisa terlihat
dengan proses pertambangan, oleh karena dengan adanya industri ini dapat
memberi harapan bagi masyarakat untuk menciptakan banyak lapangan
pekerjaan agar kebutuhan ekonomi mereka maju. Selain itu dengan
terbukanya kegiatan industri pertambangan juga dapat menciptakan
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Sehingga hal tersebut
sangat berpengaruh besar dan telah merubah sebagian mata pencaharian
masyarakat yang mulanya hanya mengandalkan dari pertanian sekarang
beralih ke sector pertambangan. Dalam segi ekonomi bisa dikatakan bekerja
di pertambangan lebih menjamin karena upah bisa didapatkan secara
langsung sedangkan jika hanya bertani maka petani harus menunggu panen
baru bisa mendapatkan hasilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penambang bahwa
kegiatan pertambangan ini sudah sejak lama dilakukan dan menjadi sumber
ekonomi utama bagi masyarakat di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban. Oleh
sebab itu penambang menempati posisi terpenting dalam kegiatan
pelestarian lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari
kerusakan dan kemorosotan mutun serta untuk menjamin kelestariannya.
Lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non
hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi
keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk

lainnya. Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan secara
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terpadu, baik dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan,
pengendalian, pemulihan maupun pengembangannya. Pengelolaan secara
terpadu mempertimbangkan kesatuan ekosistem di dalam unsur-unsur
lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Dalam problematika ini, pihak berwenang seperti Dinas Lingkungan
Hidup sudah melakukan upaya seperti arahan dan penyuluhan kepada
masyarakat Desa Bektiharjo untuk melakukan kegiatan yang bersifat
pencegahan dari dampak yang ditimbulkan dari penggalihan tanah kapur
tersebut. Antara lain dengan meminta warga untuk melakukan reklamasi
lahansca tambang dan melakukan penanaman bibit pohon di sekitar tempat
penggalihan tanah kapur tersebut. Akan tetapi kesadaran kepedulian
masyarakat yang masih kurang serta tidak adanya tanggung jawab dari pihak
penambang untuk melaksankan kewajibannya, hal tersebut menyebabkan
dampak yang masih dirasakan, dan dikhawatirkan akan semakin merugikan
masyarakat itu sendiri di kemudian hari. Masyarakat menjadikan upaya
tersebut sebagai beban bagi mereka, karena dalam upaya memenuhi arahan
dari pemerintah tidak disertai dengan penyediaan bibit pohon oleh
pemerintah. Sehingga masyarakat merasa keberatan apabila harus membeli
bibit pohon sendiri, karena penghasilan dari usaha penggalian tanah kapur
ini tidak begitu besar.

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan seharusnya
dilakukan dengan sistematis dan terpadu agar kelestarian dan fungsi

lingkungan tetap terjaga. Upaya-upaya tersebut meliputi perencanaan,
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pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dan
pemeliharaan. Penegakan hukum terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Undang-Undang  tersebut mengandung pesan atau
amanat perbuatan hukum berupa kebijakan, serta sistem tata kelola
lingkungan yang bertanggung jawab.>*

Pengendalian pencemaran udara telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut kewenangan
Bupati/Walikota termanifestasi dalam lingkup beberapa aktifitas yaitu:
pengawasan terhadap keetaan penanggung jawab usaha yang membuang
emisi atau gangguan (Pasal 45 ayat 1), dan pelaksanaan operasional tentang
pengendalian pencemaran udara (Pasal 18 ayat 1). Dalam menyelenggarakan
pengawasan tersebut Bupati/Walikota dapat menetapkan pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengawasan, hal tersebut sudah diatur dalam
pasal 45 ayat 2.%°

Pihak penambang mempunyai kewajiban untuk ikut serta
mengembangkan wilayah sekitar termasuk sumber daya manusia. Hasil
tambang tidak bisa bertahan selamanya karena diambil secara terus-terus
maka akan ada habisnya. Oleh karena itu dalam kegiatan pertambangan
tidak boleh ada masalah yang timbul terutama masalah terhadap lingkungan.

Nilai ataupun dampak positif dari pertambangan batu kapur memang sangat

> Deni Bram, Politik Hukum Pengelollaan Lingkungan Hidup, (Malang: Setara
Press, 2014). 22

> Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di
Daerah, (Surabaya:Airlangga University Press, 2005). 107
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berperan penting terhadap penunjang ekonomi masyarakat diwilayah
tersebut. Pekerja tambang bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk
membuka lowongan pekerjaan dan membantu ekonomi masyarakat. Selain
dampak positif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar namun juga
ada dampak negatif yang telah dirasakan oleh masyarakat terkait dengan
kegiatan pertambangan batu kapur.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diatur dan menjadi landasan hukum
bagi setiap masyarakat dalam pelaksaan tanggung jawab sosial mengenai
pertambangan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa lingkungan
hidup yang baik harus dibentuk dan dijaga. Pasal 65 ayat (1) menjelaskan
bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup
yang bersih dan sehat. Fakta yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan
yang diharapkan, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai
tanggung jawab sosial dan kewajiban perusahaan.

Tanggung jawab sosial dunia sudah menjadi kebutuhan buat manusia
karena dampaknya dirasakan bersama baik pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha karena mereka sama-sama menginginkan prinsip saling
menguntungkan. Tanggung jawab sosial jika dilaksanakan memberikan
dampak positif bagi banyak orang seperti kesejahteraan masyarakat,
meringankan beban pembiayaan, jaringan kemitraan dengan masyarakat
menjadi kuat, meningkatkan pembangunan pemerintahan. Jika diamati,

dalam dunia bisnis sangat banyak terjadinya penyimpangan yang dilakukan.
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Penyimpang itu terjadi karena mereka tidak lagi patuh terhadap peraturan
yang telah dibuat dan diberlakukan baik itu peraturan agama maupun
peraturan perundang-undangan.®®

Berdasarkan hal tersebut dampak yang dihasillkan dari kegiatan
pertambangan dapat mempengaruhi keadaan sosial dan lingkungan
masyarakat sekitar pertambangan. Oleh karena itu, pengusaha pertambangan
wajib melaksanakan tenggung jawab sosial dan lingkungan dalam
menjalankan kegiatan usaha tambang. Para pengusaha harus mengikuti
prosedur perizinan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak
yang merugikan bagi pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Hal tersebut
bertujuan agar terciptanya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan
sehingga, segala jenis kegiatan pertambangan peduli terhadap etika bisnis
dan yang terpenting tida menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.

Salah satu kegiatan pengakhiran tambang yaitu reklamasi. Reklamasi
adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata lahan yang
terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi
dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Reklamasi tidak berarti akan
mengembalikan seratus persen sama dengan kondisi awal. Pada saat
reklamasi, lereng yang terjal dibentuk menjadi teras-teras yang disesuaikan
dengan kelerengan yang ada, terutama untuk menjaga keamanan lereng
tersebut. Berkaitan dengan potensi bahan galian tertinggal yang belum

dimanfaatkan, diperlukan perhatian mengingat hal tersebut berpotensi untuk

*® Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Corporeate Sosial Responbility, (Bandung: In-
Transpublising, 2008). 15
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ditambang oleh masyarakat atau ditangani agar tidak menurun nilai
ekonominya. Tujuannya adalah membentuk bentang alam yang stabil
terhadap erosi. Selain itu juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi ke
bentuk semula yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan
produktif.

Sementara itu, harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya
alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Selain itu
panambangan batu kapur juga bisa mengakibatkan perubahan sosial
ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Dampak positifnya
antara lain meningkatnya devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta
menampung tenaga kerja. Sementara itu harus diketahui pula bahwa
pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk
kemakmuran rakyat

Implementasi tanggung jawab sosial masyarakat di Indonesia
memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa Undang-Undang
telah dirancang untuk mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab
sosial. Sebenarnya tanggung jawab masyarakat tidak hanya berupa tanggung
jawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial
(Corporate Social Responsibility) yang berkaitan dengan segala aspek yang
menunjang keberlangsungan kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan tanah
kapur di desa Bektiharjo Kabupaten Tuban belum dilakukan dengan

bijaksana karena tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2009
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tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pihak penambang
tidak melakukan kewajibannya seperti melakukan reklamasi maupun
tindakan-tindakan lain untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan
akibat kegiatan pertambangan yang sudah diatur dalam pasal 13 Undang-
undang Nomor 32 tahun 2009 tentang dalamPengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup. Hal tersebut mengakibatkan banyak area pasca tambang
yang dibiarkan dan membahayakan masyarakat karena terletak didaerah

yang padat penduduk

. Tinjauan maslahah terhadap pertambangan batu kapur di desa
Bektiharjo.

Masyarakat banyak yang tidak peduli terhadap pentingnya
menjaga ekosistem lingkungan. Orang-orang tersebut seenaknya merusak
lingkungan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Orang-orang tersebut bukan hanya merusak lingkungan namun juga
melanggar peraturan-peraturan yang berlaku terkait pengelolaan
lingkungan hidup. Perbuatan yang mereka lakukan sangat menyimpang
dan tidak patut untuk dilakukan.

Masyarakat diharuskan mejaga lingkungan dan tidak merusak
hanya karena kepentingan-kepentingan mereka tanpa adanya upaya untuk
menanggulangi akibat dari kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan.
Padahal hal tersebut sudah diatur dalam firman Allah Swt dalam QS Al-

A’raf Ayat 56-58 tentang peduli lingkungan:
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Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi,
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orng yang berbuat
baik”(56)“ Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita
gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin
itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah tandus,
lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan
sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah Kami
membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu
mengambil pelajaran “(57)“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya
tumbuh dengan subur dengan seizin Allah,dan tanah yang tidak subur
tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami
mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang
bersyukur”(58).

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan menyebabkan

cepat habis jika pemanfaatannya dilakukan secara semena-mena dan
diluar batas. Meskipun beberapa jenis sumber daya alam dapat diperbarui
salah satunya adalah lahan, namun jika lapisan permukaan tanah terus
terkikis maka nilai pemanfaatan juga dapat berkurang. Pengurasan
sumber daya yang terletak dalam suatu wilayah, kemudian oleh manusia
diambil secara terus-menerus dan melampaui batas maka dapat
menilmbulkan turunnya kualitas lingkungan hidup.

Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh penambang pasca
tambang adalah dengan melakukan reklamasi. Reklamasi merupakan

kegiatan yang dilakukan pasca tambang yang bertujuan untuk
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memperbaiki atau menata ulang lahan akibat dari kegiatan pertambangan
agar dapat berfungsi lagi.>” Reklamasi bukan berarti dapat
mengembalikan serratus persen lahan pasca tambang menjadi kondisi
semula namun dapat meninimalisir kerusakan lingkungan akibat dari
pertambangan. Saat dilakukannya reklamasi, lubang-lubang dapat ditutup
dan batu-batu yang membayakan diratakan agar tidak menyebabkan
kecelakaan. Dengan melakukan reklamasi maka dapat mencegah
kerusakan ekosistem karena lahan dapat dimanfaatkan kembali salah
satunya untuk ditanami pohon atau dijadikan lahan pertanian.

Kegiatan pasca tambang untuk pembangunan yang berkelanjutan
seharusnya menghasilkan suatu hal baru yang dapat dimanfaatkan lagi
dimasa mendatang. Adanya berbagai dampak ekologis dari kegiatan
pasca pertambangan yang sangat beerpengaruh terhadap lingkungan perlu
dipikirkan terlebih dahulu, dan juga perlu dilakukan penelitian dan
penataan ruang terlebih dahulu agar tidak meninggalkan kerusakan yang
berdampak langsung terhadap lingkungan. Diperlukan upaya
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada saat
penambangan maupun pasca tambang agar dapat mengihalangkan
ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dengan
dilakukan kegiatan grand desain dan konstruksi kegiatan .

Pemerintah harus membuat daftar kegiatan tambang atau bisa

disebut listing yang didasarkan pada luas jangkauan kegiatan

>’ http://psdg.bgl.esdm.qgo.id/index.php?option=com_content&id=609 di

poskan oleh Sabtanto Joko Suprapto
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pertambangan serta skala produksinya. Hal tersebut dapat menyederhakan
prosedur yang ada terkait perizinan. Setiap kegiatan pertambangan yang
masuk dalam daftar listing diwajibkan membuat AMDAL, sedangkan
yang tidak termasuk dalam daftar listing harus membuat UKL dan UPL.
Kegiatan pertambangan yang memakai izin AMDAL adalah kegiatan
pertambangan yang berada dalam lokasi yang sensitive terhadap
lingkungan. Lokasi tersebut seperti cagar alam, cagar budaya dan hutang
lindung. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang
pertambangan telah mencantumkan beberapa kawasan yang tidak
diperbolehkan dilakukan pertambangan yaitu, cagar budaya, kuburan,
bangunan penting seperti instalasi militer, jembatan dan sebagainya.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu firman Allah Swt. Yang
terdapat dalam QS. Ar-rum Ayat 41-42 tentang kelestarisn lingkungan,
sebagai berikut:
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Artinya: “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang bener), (41). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan
di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang
mempersekutukan (Allah). (42).”

Upaya pencegahan dan pertambangan agar tidak menimbulkan

dampak yang signifikan akibat pertambangan batubara perlu dilakukan
beberpa tindakan tertentu sehingga dampak yang ditimbulkan dapat
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dikurangi seperti pencemaran akibat aktifitas pertambangan dan
memperbaiki kerusakan yang telah terjadi disekitar pertambangan dengan
melakukan reklamasi. Dengan melakukan tindakan yang positif tersebut
diharapkan sumber daya alam dapat cukup digunakan dimasa mendatang

untuk generasi selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul: “Tanggung Jawab Atas
Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah
Tangga Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup” diharapkan dalam pelaksanaan
pendidikan integratif bisa berjalan sesuai target yang ditentukan. Maka

dari itu penulis simpulkan bahwa:

1. Penambangan tanah kapur di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban
perspektif Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan
dan perlindungan lingkungan hidup tercantum bahwa pengedalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak atau belum
dilaksanakan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup.
Dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sangat
berpengaruh terhadap masalah lingkungan. Para pihak pertambangan
hanya mengupayakan dengan melakukan bergai tindakan seperti
menutup area pertambangan dengan terpal, dan memperbaiki jalan
yang rusak akibat truk muatan juga mengurangi kapasitas muatan agar
tidak berceceran dijalan. Sedangkan mengenai reklamasi pasca

tambang sampai sekarang belum ada yang dilakukan yang masih
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belum ada kesadaran dari masing-masing pengusaha untuk melakuikan
kewajibannya pasca tambang berupa reklamasi.

Penambangan tanah kapur di Desa Bektiharjo Kabupaten Tuban
menurut maslahah menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam
tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya.
Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus
dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Hal tersebut sesuai
dengan prinsip QS. Al-A’raf ayat 56-58 bahwa setiap kegiatan
mengenai lingkungan hendaknya dilaksanakan dengan baik tanpa
mematikan fungsi lingkungan yang mengakibatkan ekosistem

lingkungan rusak dan harus dipertanggung jawabkan.

Saran

Pada penelitian kali ini, penulis akan mencoba memberikan

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat

dipertimbangkan kembali oleh para subjek pada penelitian, seperti:

pemerintah, para importir limbah/pengusaha industri, serta warga sekitar

yang terdampak : saran ini semata-mata hanya untuk ungkapan atas

kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melaksanakan penelitian

dilapangan. Berikut beberapa saran dari penulis:

1.

Masyarakat dan pengusaha diharapkan sebelum melakukan kegiatan
pertambangan hendaknya mengetahui aturan-aturan maupun dasar-
dasar pertambangan agar terhindar dari dampak kerusakan lingkungan

dan merusak ekosistem. Sebaiknya melakukan pengelolaan tambang
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sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tentang lingkungan hidup
sehingga tidak menyebabkan terjadi peristiwa lahan yang ditelantarkan
pasca tambang. Pemerintah diharapkan lebih efektif lagi dalam
menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku terutama mengenai
perihal perizinan pertambangan. Selain itu lebih kompeten lagi dalam
melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya di
desa Bektiharjo apakah pertambangan tersebut dilakukan dengan benar
atau dan telah memenuhi syarat atau belum. Supaya pertambangan
tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan juga
negara. Seperti terjadinya pencemaran lingkungan dan terbengkalainya
lahan pasca tambang yang dapat membayakan masyarakat sekitar.
Lalu sigap menangani setiap pelanggaran dan penyelewengan yang
terjadi dalam kegiatan tambang.

. Ada baiknya semua manusia dari segala sudut pandang untuk saling
menjaga keberlangsungan lingkungan hidup beserta keseimbangan
ekosistem yang ada di alam ini. dengan begitu, bumi yang kita tempati
akan memberikan kita banyak keindahan dan karunia yang telah Allah
turunkan, jika tidak maka bui yang kita tempati akan semakin rusak
dan hal tersebut tentu juga akan berdampak pada kehidup seluruh
makhluk hidup terutama manusia. Jangan lah hanya mementingkan
kepentingan pribadi dan keuntungan bagi individu masing-masing.

Hidup bukan hanya tentang harta dan keuntungan.
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